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SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik
Nomor : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan. yang selanjutnya disebut
“Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 16 bulan April tahun 2024 berdasarkan
Sural Penetapan Pemenang Nomor tanggal , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor K-002/SPPBJ-BM
/APBD-DAK/IV.08-WK/2024, antara:

Nama . Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., MT.
NIP . 198408012010011010
Jabatan . Kepala Bidang Bina Marga

Berkedudukan di : Komplek Perkantoran PEMDA KM. 2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia ¢.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.g.
Direktorat Jenderal Kab. Way Kanan c.q. Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG berdasarkan
Surat Keputusan 800/358/IV.08-WK/2023 Nomor - tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut PPK, dengan:

Nama . M. AL. SIDIQ

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di - JL. MAWAR INDAH RT.002 RW.02 LABUHAN DALAM TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG
Akta Notaris Nomor : 16

Tanggal : 3 Maret 2017

Notaris : FAHRUL ROZI, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO selanjutnya disebut"Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konsltruksi:

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Il tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
beberapa Kkali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomaor 54 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan

b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa
(SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang
Plastik sebagaimana dilerangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";

c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya
teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
dalam Kontrak ini;

d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang
diwakili;

e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-
masing pihak:

1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;



2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak int;

4. telah mendapatkan kesempatan yang memadal untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam
Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

w

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket
Pekerjaan Konstruksi 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik dengan syarat dan ketentuan

sebagal berikut.



Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam
lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Konstruksi pekerjaan :
* Hot mix (AC-BC dan AC-WC)
* Bahu jalan (Beton Ready Mix fc15 MPa)
* Marka jalan (Cat Thermoplastic)

2. Panjang jalan rencana : 9,500 meter

3. Lebar jalan rencana : 3,5 meter

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran
terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp.
16.985.933.300,00 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga
ratus Rupiah) dengan kode akun kegiatan

2. Kontrak ini dibiayai dari APBD;

3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. BANK LAMPUNG rekening nomor : 391 .00.02.01055.6 alas
nama Penyedia : ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikul merupakan satu kesatuan dan bagian yang lidak terpisahkan dari Kontrak ini
terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan
Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga
satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi),
spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang
berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

Adendum Surat Perjanjian (apabila ada),

Surat Perjanpan;

Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;

Syarat-Syarat Khusus Kontrak:

Syarat-Syarat umum kontrak;

Spesifikasi Teknis; dan

Gambar-Gambar;
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Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

2 Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender;

3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihilung sejak Tanggal Penyerahan Perlama
Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak
menandatangani Kontrak Ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai,
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi materai.



Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO

SEPULUM RIBU RUPIAN

{ ™ ’i o4 -
C AFEMBETO o
\AGNC_‘E”AUF‘ PAUHIN £ (AR KONSTRUKSINDO
M. AL. SIDIQ
Direktur

Untuk dan atas nama
PPK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

i S L LML
Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T,

Kepala Bidang Bina Marga
NIP. 198409012010011010



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : K-002/SPMK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Paket Pekerjaan : 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

Yang bertanda tangan di bawah ini .

Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
Kepala Bidang Bina Marga
Komplek Perkantoran PEMDA KM. 2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastiknomor K-002/SPK-BM
/APBD-DAK/IV.08-WK/2024tanggal 16 April 2024 bersama ini memerintahkan:

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
JL MAWAR INDAH RT.002 RW.02 LABUHAN DALAM TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG
yang dalam hal ini diwakili oleh: M. AL. SIDIQ

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

2. Tanggal mulai kerja: 16 April 2024

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu Penyelesaian: selama 6 bulan(16 April 2024) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Oktober 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaanPenyedia akan dikenakan Denda

Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu)dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.



Blambangan Umpu, 16 April 2024
Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pejabat Pembuat Komitmen

P

Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.

Kepala Bidang Bina Marga

NIP. 198409012010011010

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

DL AT TS ) l\uu:.‘-.‘\ :';OI‘JSTRUKS!“
M. AL, SIDIQ
Direktur



SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

B. Walkil Sah Para
Pihak

C. Tanggal Berlaku
Kontrak

D. Jadwal Pelaksanaan
Pekerjaan

E. Masa Pemeliharaan

F. Umur Konstruksi

G. Pedoman
Pengoperasian dan
Perawatan

H. Pembayaran Tagihan

I. Pencairan Jaminan

J. Tindakan Penyedia
yang Mensyaratkan
Persetujuan PPK atau
Pengawas Pekerjaan

K. Kepemilikan
Dokumen

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:

Nama : Dinas Peckerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Way Kanan
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Way Kanan
Penyedia:
Nama : PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
Alamat : JL. Mawar Indah RT.002 RW.0Z Labuhan Dalam Tanjung

Senang Bandar Lampung
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK . Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
Untuk Penyedia : M. AL. SIDIQ

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 16 april 2024

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konstruksi ini selama:
6 (enam) bulan/ 180 hari kalender.

Masa Pemeliharaan berlaku sclama : 6 bulan

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan
harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (Empat belas) hari kalender
setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK
untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 hari kalender terhitung
sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh PPK.

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK

adalah :

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;

b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam
Lampiran A SSKK;

c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;

tindakan lain yang diatur dalam SSKK

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas
Pekerjaan adalah :

a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK;

b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;

c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;

tindakan lain yang diatur dalam SSKK

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti
lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini apabila telah
mendapatkan izin tertulis dari PPK



Fasilitas

Sumber Pembiayaan

Pembayaran Uang
Muka

Pembayaran Prestasi
Pekerjaan

Denda dan ganti
rugi

Sanksi

Batas akhir waktu
penerbitan SPP

Dokumen yang
disyaratkan untuk
mengajukan
tagihan

pembayaran
Penyesuaian Biaya

Penyelesaian
Perselisihan

PPK kan memberikan fasilitas berupa : --

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD
(DAK) TA. 2024

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka.
Uang muka diberikan sebesar maksimal 20% dari Nilai Kontrak

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan.
Pembayaran Berdasarkan cara terscbut di atas dilakukan dengan
ketentuan transfer ke Penyedia Jasa PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO dengan Rekening Giro No. 391.00.02.01055.6 pada
PT. BANK LAMPUNG

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut: didasarkan pada hasil pengukuran bersama

atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara
bulanan (monthly certificate)

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan:

- Laporan kemajuan hasil pekerjaan

- Foto-foto dokumentasi kemajuan pekerjaan

Surat Pernyataan dari Konsultan Pengawas bahwa laporan Kemajuan

pekerjaan telah sesuai dengan keadaan dilapangan baik secara
kuantitas maupun kualitas

1 Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK
memutuskan kontrak secara sepihak adalah: sebesar kerugian
yang diderita oleh PPK.

2, Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK
dibayarkan oleh penyedia dengan cara : dipotong dari
tagihan/penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah

3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar
[1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak

dikenakan sanksi :

a. Dilakukan pemutusan kontrak; atau

b. Membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan
harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk
pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender

terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh PPK.

1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan : Dokumen Kontrak beserta
kelengkapannya

2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan

pembayaran prestasi pekerjaan : Laporan-laporan beserta produk
gambar

Untuk penyesuaian biaya digunakan indeks yang dikeluarkan oleh Pemda
Kabupaten Way Kanan,

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat
diselesaikan sccara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga
penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa :
Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1.

Definisi

!Slt'lliih-lstllilh yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak
mi harus mempunyai arti atau tafsiran scperti i

. : seperti yang dimaksudkan
scbhagai berikul: L y‘ ‘ )

1.1

1.2

1.4

1.8

[.10

1.11

Pekerjaan Konstruksi adalah scluruh pcekerjaan  yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau
pembuatan wujud fisik lainnya.

Pengguna Anggaran yang sclanjutnya discbut PA adalah
;.Zc_lubal pemegang  kewenangan penggunaan - anggaran
I\c.mcnlcrmn/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Dacrah atau
Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna
APBN/APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang sclanjutnya discbut KPA
adalah pcjabat yang ditetapkan olch PA untuk menggunakan
APBN atau ditctapkan oleh Kepala Dacrah untuk
mcnggunakan APBD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang sclanjutnya discbut PPK
adalah pcjabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Pckerjaan Konstruksi.

Panitia/Pejabat Penerima  Hasil Pekerjaan  adalah
panitia/pejabat yang ditctapkan olch PA/KPA yang bertugas
memeriksa dan mencrima hasil pekerjaan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern
pada Institusi lain yang sclanjutnya discbut APIP adalah
aparat yang mclakukan pengawasan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan keglatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Penyedia adalah badan usaha atau orang perscorangan yang
menyediakan Pekerjaan Konstruksi.

Subpenyedia adalah penycedia yang mengadakan perjanjian
kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk

melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama
usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun
penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak,
kewajiban dan tangaung jawab yang jelas berdasarkan
perjanjian tertulis.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah
jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak
bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang
discrahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin
terpenuhinya kewajiban penyedia.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang sclanjutnya discbut
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan
penyedia yang mencakup  Syarat-Syarat Umum Kontrak
(SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) scria
dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.



—

.14

1.16

1.20

1.26

Nilai Kontrak adalah total harga vang tercantum dalam
Kontrak.

Hari adalah hari kalendecr.

Direksi lapangan  adalah tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang
atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus
kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Direksi teknis adalah tim pendukung yang
ditunjuk/ditetapkan olch PPK untuk mengawasi pelaksanaan
pckerjaan.

Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)
adalah daftar kuantitas yang tclah diisi harga satuan dan
jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari
penawaran.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan
perkiraan biaya pckerjaan yang ditctapkan olch  FFPK,
dikalkulasikan sccara kecahlian berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan serta digunakan olch Pokja ULFP
untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara
langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu
konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;

Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis
pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;

Metode pelaksanaan pekerjaan acdalah cara kerja yang
layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan
seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan
dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan
yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki
penawars;

Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan
yang disusun secara logis, rcalistik dan dapat dilaksanakan.

Personil inti adalah orang yang akan ditempatkan sccara
penuh sesuai dengan persyaratan yang ditctapkan dalam
Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan
yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan
kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai
dengan masa pemeliharaan berakhir.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia
yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),
yang diterbitkan oleh PPK.

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penycrahan
pertama pekerjaan seclesai, dinyatakan dalam Berita Acara
penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.



2.

3.

Penerapan

Bahasa dan
Hukum

Larangan
Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
(KKIN),

Persekongkolan

serta Penipuan

1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung
scjak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan
tangral penycrahan akhir pekerjaan.

1.28 Kegagalan Konstruksi adalah kcadaan hasil pckerjaan yang
tidak scsuai dengan spesifikasi  pekerjaan  scbagaimana
discpakati dalam kontrak baik scbagian maupun kescluruhan
scbagai akibat kesalahan pengguna atau penycdia.

1.29 Kegagalan Bangunan adalah kcadaan bangunan, yang
sctelah  diserahterimakan olech penyedia kepada PPK dan
terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/FPejabat
Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik
secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi
teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau
keselamatan umum.

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.

4.1 Berdasarkan ctika pcngadaan barang/jasa pemerintah, para

pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan  untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa
saja atau melakukan tindakan lainnya untuk
mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk
mengatur hasil pelelangan, sehingga
mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan
persaiangan yang schat dan/atau merugikan pihak lain;
dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan
untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini .

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk
semua anggota  Kemitraan/KSO  apabila  berbentuk
Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan
melakukan tindakan yang dilarang di atas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan
larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi
administratif sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan  disetorkan
secbagaimana ditetapkan dalam SSKK;

c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
d. dimasukkan dalam daftar hitam.
4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK

kepada PA/KPA.



5. Asal Material/
Bahan

6. Korespondensi

7. Wakil Sah Para

8. Pembukuan

9. Perpajakan

10. Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5:1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang
terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen
impor.

9.2 Asal matcrial/bahan merupakan tempat material/bahan

diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang,
tumbuh, atau diproduksi.

Ul
w

Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur,
pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya
dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4 Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa
barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari
dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor
harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir
rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi
harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.

6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, ¢-naril dan/atau
faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum
dalam SSKK.

o
N

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak
dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-
mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang
tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan
untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya
dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam
SSKK. Khusus untuk penyedia perscorangan, Penyedia tidak boleh
diwakilkan.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang
akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10.1  Pengalihan scluruh Kontrak hanya diperbolchkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(mergen), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.



11.

12.

13.

14.

15.

B.1

Pengabaian

Penyedia
Mandiri

Kemitraan/KSO

Penemuan-
penemuan

10.4  Penyedia hanya bolch mensubkontrakkan pekerjaan apabila
pekerjaan terscbut scjak awal di dalam Dokumen Pengadaan
dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak scbagian pckerjaan utama hanya diperbolehkan
kepada Penyedia spesialis.

~

10.6 Penyedia hanya bolch mensubkontrakkan pekerjaan sctelah
persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung
jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7  Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan
dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
SSKK.

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian
tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau scketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran
ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat
dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani olch Wakil Sah Pihak
yang melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan
yang dilakukan olch mereka.

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama
Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap FPK
berdasarkan Kontrak.

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang
berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai
sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pckerjaan yang menurut
peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan

15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan
Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang
ditetapkan dalam SSKK.

15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung
scjak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang
ditentukan dalam SSKK.

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan  sesuai  jadwal  karena  keadaan  diluar
pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum kontrak.

Pelaksanaan Pekerjaan



16. Penyerahan
Lokasi Kerja

17. Surat Perintah
Mulai Kerja
(SPMK)

18. Program Mutu

19. Rapat Persiapan
Pelaksanaan
Kontrak

16.1

16.2

16.3

18.2

18.3

18.4

19.2

19.3

PPK berkewajiban untuk menycrahkan kescluruhan lokasi
kerja kepada penyedia  scbelum  SPMK - diterbitkan.
Penyerahan  dilakukan  setelah  sebelumnya  dilakukan
pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan
penyerahan dituangkan dalam berita acara penycrahan
lokasi kerja.

Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-
hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum
Kontrak.

Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari
lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda
pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian
lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan scbagai
Peristiwa Kompensasi.

PPK menerbitkan SPMK sclambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya
pelaksanaan kontrak olch penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk menycerahkan program mutu
pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disctujui
olech PPK.

Program mutu disusun paling sedikit berisi:

a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia;

c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e. prosedur instruksi kerja; dan

f. pelaksana kerja.

Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi
pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan  program
mutu jika terjadi adendum  Kontrak dan  Peristiwa

Kompensasi.

Pemutakhiran  program mutu  harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya
terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan
terhadap urutan pckerjaan. Pemutakhiran program mutu
harus mendapatkan persctujuan PPK.

Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah
kewajiban kontraktual penyedia.

PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan
unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan kontrak.

Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim
Teknis dan/atau ‘Tim Pendukung,.

Beberapa hal yang dibahas dan discpakati dalam rapal
persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:



20. Mobilisasi
Peralatan,
Fasilitas dan
Personil

21. Pengawasan
Pelaksanaan
Pekerjaan

22. Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan

23. Perintah

19.4

20.1

20.2

20.3

21:1

21.2

22.1

22.2

a. Program mutu disusun olch Penyedia, yang paling sedikit
berisi :
1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan;
2) organisasi kerja Penyedia;
3) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
5) prosedur instruksi kerja;
6) jadwal pengadaan bahan/matcerial, mobilisasi
peralatan dan personil; dan
7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan
lokasi pekerjaan.
b. program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi
pekerjaan.

Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang
ditandatangani oleh selutuh peserta rapat.

Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah
mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari scjak
diterbitkan SPMK.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan personil-personil.

Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika
dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan
yang Dberasal dari personil PPK atau manajemen
kosntruksi/konsultan  pengawas. Pengawas  Pekerjaan
berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum
dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai
Wakil Sah PPK.

Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil
Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus
mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih
dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar
usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui
oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya
persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung
jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan
Sementara.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas
Pekerjaan dalam Kontrak ini.



24. Akses ke Lokasi
Kerja

25. Pemeriksaan
Bersama

26. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

27. Perpanjangan
Waktu

Penyedia berkewajibe
dan/atau Pengawas Pekerjaan

in untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK
ke lokasi kerja dan lokasi lainnya

dimana pckerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

25.1

26.2

26.3

26.4

27.1

27.2

Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Ko_ntrak,
PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan
lokasi pekerjaan dengan mclakukan pengukuran  dan
pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk sctiap

rencana mata pembayaran.

Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK.

[asil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil
dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan
Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan peckerjaan
dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum
memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu
yang disepakati bersama.

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada
Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan peckerjaan
selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang
ditetapkan dalam SPMK.

Jika pekerjaan tidak sclesai pada Tanggal Penyelesaian bukan
akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia
dikenakan denda.

Jika keterlambatan terscbut semata-mata disebabkan olch
Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para
Pihak untuk diperpanjang.

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini
adalah tanggal penyeclesaian semua pekerjaan.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi schingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pckerjaan memperpanjang Tanggal
Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal
Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika
perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus
telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk
berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai
untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau
tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan



maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan
untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan oleh Pengawas Pckerjaan dapat memerintahkan sccara tertulis penycedia

Pengawas untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Sctiap perintah penundaan
Pekerjaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
29. Rapat 29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan

Pemantauan

29.2

29.3

30. Peringatan Dini 30.1

30.2

B.2 Penyelesaian Kontrak

31. Serah Terima 31.1
Pekerjaan

31.2

31.3

31.4

rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk
menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan
diselengzarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan
dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk
menindaklanjuti peringatan dini.

Hasil rapat pemantauan akan dituangkan olch Pcngawas
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya
diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri
rapat.

Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,
Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat
atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua
pihak yang menghadiri rapat.

Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini
mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi
tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan,
menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian
pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan
penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan
dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai
Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini
harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas
Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak
peristiwa atau kondisi tersebut.

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan.

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta
kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus
dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas
Panitia/Pcjabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan
penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah disclesaikan
olch penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan
dan/atau  cacat hasil pekerjaan, penyedia  wajib
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan.



32. Pengambilalihan

33. Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan

31.6

31.6

31.7

31.8

31.9

31.10

31.11

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai
dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Kcadaan
Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima
perseratus) dari nilai kontrak, scdangkan yang 5% (lima
perseratus) merupakan retensi sclama masa pemeliharaan,
atau pembayaran dilakukan sebesar 100%  (seratus
perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima
perseratus) dari nilai kontrak.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan sclama masa
pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat
penyerahan pertama pekerjaan.

Setelah masa pemcliharaan berakhir, penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penycrahan
akhir pekerjaan.

PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia
melaksanakan  semua  kewajibannya  sclama @ masa
pemeliharaan dengan baik. PPK  wajib melakukan
pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak
menggunakan uang retensi untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan  Jaminan
Pemeliharaan.

Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi
bangunan ditetapkan dalam SSKK.

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka

waktu

tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan

selesai/pengakhiran pekerjaan.

33.1

33.2

B.3 Perubahan Kontrak

34. Perubahan
Kontrak

34.1

34.2

Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK
tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai
dengan SSKK.

Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian
dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau
Jaminan Pemeliharaan.

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disctujui olch

para pihak, meliputi:

1) perubahan pekerjaan discbabkan olch sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam kontrak schingga
mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan; dan/atau



35. Perubahan
Lingkup

Pekerjaan

36. Perubahan
Jadwal

Pekerjaan

34.3

35.2

36.1

36.2

3) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan
pckerjiaan perubahan jadwal pelaksanaan pckerjaan,
dan/atau penycsuaian harga.

Perubahan kontrak schagaimana dimaksud pada angka 34.2
tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak
gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian /lump

sun.

Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat
membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas

usul PPK.

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan
atau Kotrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada
bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang
signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan  spesifikasi yang
ditentukan dalam Kontrak, maka:
a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang
meliputi antara lain :
1) menambah atau mengurangi volume pckerjaan
yang tercantum dalam kontrak;
2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan
sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum
tercantum dalam kontrak yang dipcerlukan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan.

b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran
dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

C. Apabila dari hasil cvaluasi penawaran terdapat harga satuan
timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk
kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan
berdasarkan hasil negosiasi.

d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada
penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam
kontrak awal.

€. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar
penyusunan adendum kontrak.

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak kontrak lump
sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada
bagian fump swm, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan
atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada
bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi
perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK
atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal
sebagai berikut:

a. pckerjaan tambah;

. perubahan disain;

. keterlambatan yang discbabkan oleh PPK;

. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau

. keadaan kahar.

anoT

(¢

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling
kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat
keadaan kahar.



B.4 Keadaan Kahar

37. Keadaan Kahar

36.4

36.5

37.6

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas
kontrak sctelah melakukan penelitian terhadap usulan
tertulis yang diajukan oleh penyedia.

PPK dapat menugaskan Panitia/Pcjabat Pencliti Pelaksanaan
Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan
waktu pelaksanaan.

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan
dalam adendum kontrak.

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, schingga kewajiban yang ditentukan dalam
Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
a. bencana alam;

. bencana non alam;

bencana sosial,;

. pemogokan;

kebakaran;

gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan
menteri teknis terkait.

=
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Apabila  terjadi Keadaan  Kahar, maka penyedia
memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas)
hari sgjak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan
pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk
pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar
harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka
waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar
yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
dengan Kketentuan, Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan
pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa
Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada
Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin
maka Penyedia berhak wuntuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggzantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum
Kontrak.



B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

38. Penghentian
Kontrak

39. Pemutusan
Kontrak

40. Pemutusan
Kontrak oleh PPK

38.1

338.2

38.4

39.1

39.2

39.3

39.4

40.1

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karcna pekerjaan
sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

Penghentian Kontrak karcna keadaan kahar dilakukan secara
tertulis oleh PPK dengan disertai  alasan  penghentian
pekerjaan.

Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersitat:

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau

b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.

Penghentian  pekerjaan  akibat  kcadaan  kahar tctap
mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.

Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan pelaksanaan pcekerjaan yang telah
dicapai dan diterima PPK.

Pemutusan kontrak dapat dilakukan olch pihak PPK atau pihak
Penycedia.

PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila
Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan
dalam kontrak.

Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila
PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam
kontrak.

Pemutusan kontrak dilakukan sckurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak sccara tertulis
kepada penyedia/PPK.

Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak
melalui  pemberitahuan  tertulis kepada Penyedia sctelah
terjadinya hal-hal sebagai berikut:

4. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan
barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya kontrak;

b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun

diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender secjak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan

sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender scjak masa

berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan;

¢. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak
memulai pelaksanaan pekerjaan;

f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh
delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam

(2]



41. Pemutusan
Kontrak oleh
Penyedia

42. [Keterlambatan
Pelaksanaan
Pekerjaan dan
Konftrak Krifis

40.2

40.3

41.1

41.2

42.1

42.2

program mutu serta  tanpa  persctujuan  Pengawas
Pckerjaan;

2. Penycedia berada dalam kecadaan pailit;

h. Penycdia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat
Mutu dalam jangka waktu yang ditctapkan olch PPK;

i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan
Pclaksanaan;

j. Pengawas Peckerjaan memerintahkan Penyedia untuk
menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan
perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh
delapan) hari;

k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau

. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau  pelanggaran  persaingan  sehat  dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karcna kesalahan

Penyedia:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));

b. sisa Uang Muka harus dilunasi olech penycdia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);

c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila
sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk
menyelesaiakn pekerjaan);

d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita
PPK sebagaiman yang tercantum dalam SSKK; dan

e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan

PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai
dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi
dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyecdia menycrahkan semua hasil
pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan sclanjutnya menjadi
hak milik PPK.

Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan
Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila
PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan
dalam kontrak.

Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada
Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang
telah diterima olch PPK sampai dengan tanggal berlakunya
pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan
yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan
sclanjulnya menjadi hak milik PPK.

Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai

jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan sccara

tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. dalam periode 1 (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70%
dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih
besar 10% dari rencana;
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42.3

b.

dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100%
dari Kontrak), rcalisasi fisik pelaksanaan terlambat Iebih
besar 5% dari rencana;

rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak,
realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari
rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Penanganan kontrak kritis

a.

dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan

penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan

Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktikan

(show cause meeting/SCM)

1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan
menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan
sclanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) dalam SCM PPK, direksi pekerjaan, direksi teknis dan
penyedia membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai olch Penyedia
dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM 1

3) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka
dilaksanakan SCM II yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu
(uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara
SCM I1.

4) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua,
maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu
(uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara
SCM IIL

5) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus
menerbitkan surat perigatan kepada Penyedia atas
keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak

mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah
ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK
scbelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:

1) PPK dapat memberikan kesempatan  untuk
menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima
puluh) hari kalender dengan ketentuan:

a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa
pekerjaan paling paling lama 50 (lima puluh) hari
kalender; dan

b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai
dengan SSKK apabila pemberian kesempatan
melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam
kontrak.

2) PPK dapat langsung memutuskan Kontrak sccara
sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata; atau

3) PPK dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan
pekerjaan. Pihak lain tersebut sclanjutnya dapat
menggunakan bahan/peralatan, Dokumen
Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat
oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang
timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia
berdasarkan kontrak awal.



43. Pemutusan
Kontrak akibat

lainnya

44. Peninggalan

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karcna PPK terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pclanggararan
persaingan  schat  dalam  pelaksanaan  pengadaan, maka PPK
dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pckerjaan Sementara
yang masih berada di lokasi kerja sctelah pemutusan Kontrak akibat
kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan scpenuhnya
olch PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua
peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah
mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

45. Hak dan
Kewajiban
Penyedia

46. Penggunaan
Dokumen
Kontrak dan
Informasi

47. Hak Atas
Kekayaan
Intelektual

48. Penanggungan
dan Risiko

45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

a. mencrima pembayaran untuk pelaksanaan pckerjaan
sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam
kontrak;

b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secar: periodik
kepada PPK;

c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;

d. melaksanakan dan menyelesaikan pckerjaan  sccara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,
angkutan ke atau dari lapangan, dan scgala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan
yang dirinci dalam kontrak;
memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan FPK;

f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
kontrak; dan

2. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai
untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan
membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat
maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

o

45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung
melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan
kepentingan (contlict of interesf) dengan Kegiatan yang
merupakan tugas penyedia.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan
dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi tcknis
dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari
pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan,
dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kccuali
kerugian yang mendasari tuntutan terscbut discbabkan
kesalahan atau kelalaian berat PPK) schubungan dengan



49. Perlindungan

Tenaga Kerja

50. Pemeliharaan
Lingkungan

51. Asuransi

48.2

49.1

49.2

49.3

49.4

klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung scjak

Tanggal Mulai Kerja sampail dengan langgal

penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan pceralatan dan harta benda
penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

3) kchilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketigas

Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua
risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan
dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan
atau kelalaian PPK.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.

Kehilangan atau kerusakan tcrhadap Hasil Pekerjaan atau
Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan sclama Tanggal
Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti
atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya scndiri
jika kehilangan atau kerusakan terscbut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian penyedia.

Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri
untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Jamsostck) scbagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja.
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta
Personilnya dianggap telah membaca dan memahami
peraturan keselamatan kerja tersebut.

Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan
kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia,
jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan
memadai.

Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan
melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang
timbul schubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam
waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang
memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di
luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap
pihak ketiga dan harta bendanya sechubungan dengan pelaksanaan
Kontrak ini.

51.1

Penyedia wajib menyediakan asuransi scjak SPMK sampai

dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko
tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta
pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kchilangan, scerta risiko
lain yang tidak dapat diduga;

b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya,
dan



52. Tindakan 52.1
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK
atau Pengawas
Pekerjaan

53. Laporan Hasil 53.1
Pekerjaan

53.2
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53.7

¢. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam pcnawaran
dan termasuk dalam nilai kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan Icbih dahulu

persetujuan  tertulis PPK scbelum melakukan  tindakan-

tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan scbagian pekerjaan;

b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam
Lampiran A SSKK;

c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan Icbih dahulu

persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan

tindakan-tindakan berikut:

a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2
SSUK;

b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;

c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan sclama pelaksanaan
kontrak untuk menctapkan volume pckerjaan atau keglatan
yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian dan  pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan
di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan
laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi
pekerjaan harian.

Laporan harian berisi:

a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

¢. kecadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam
lainnya yang berpengaruh  terhadap  kelancaran
pekerjaan; dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan
diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Untuk merckam kegiatan pelaksanaan proyck, PPK membuat
foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi
pekerjaan.

54. Kepemilikan Semua rancangan, ambar, spesifikasi, desain, laporan, dan
Dokumen dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh



55. Kerjasama
Antara Penyedia
dan Sub Penyedia

56. Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan
Koperasi Kecil

57. Penyedia Lain

58. Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

59. Pembayaran
Denda

60. Jaminan

penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik
PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa
Kontrak berkewajiban untuk menycrahkan semua dokumen dan
piranti lunak terscbut beserta daftar rinciannya kcpada PPK.
Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan
piranti lunak terscbut, Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan
dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur
dalam SSKK.

55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur
dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan
yang disubkontrakkan tersebut.

55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu
kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha
Kecil dan koperasi keceil, antra lain dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya.

56.2 Dalam meclaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih
tetap bertanggungjawab penuh atas kescluruhan pekerjaan
tersebut.

56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan
yang bukan pekerjaan utama.

56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan
di atas.

56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia
dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi
kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak
lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu,
PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi
kerja.

Penyedia bertanggung jawab atas kesclamatan dan keschatan kerja
semua pihak di lokasi kerja.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa
Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap
kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan
Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual penyedia.

60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK  sebelum
dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80%
(delapan puluh perscratus) HPS.

60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak
tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah
terima pertama pekerjaan (Frovisional Hand Over/FHO).



60.3  Jami
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.diny'!llldlrll( Pelaksanaan dikembalikan  sctelah  pckerjaan
i . J¢ aQ 1 -
dcntz:'ln Jd:l §Llab‘1x 100% (scratus perseratus) dan dicimn
Q2 aminan Pemeliharaan at: e
‘ are atau menahan w 3 i
oy - : : ahan uang rctens
cbesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak .- -

60.4 aming ¢ iberi
Jé ‘mm‘m Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangk:
pengambilan uang muka dengan nilai 100% (Q“reﬁ s
S P 1 . ' )
perseratus) dari besarnya uang muka -

60.5 ilai  Jamine
Nll.ld; ) Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

60.6 sa berl: ami

0.6 i\'dasa berlaku _!dl!‘llt‘lzlt‘l Uang Muka paling kurang scjak
anggal persctujuan pemberian uang muka sampal dengan
tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO). )

60.7 Jamingn Pgmcliharaan diberikan kepada PPK  sctelah
pekerjaan dinyatakan sclesai 100% (scratus perseratus).

60.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat
14 (ecmpat belas) hari kerja sctelah masa pemeliharaan sclesai
dan pckerjaan diterima dengan baik scsuai dengan ketentuan
kontrak.

60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang scjak
tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai
dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand

Over/FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

61. Hak dan PPK memiliki hak dan kewajiban :
Kewajiban PPK a. Melakukan monitoring pekerjaan  yang dilaksanakan oleh
penyedia dan diawasi oleh Konsultan Pengawas;

b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
kontrak yang tclah ditetapkan kepada penyedia;
d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);

e. membayar uang muka (apabila diberikan);

f. memberikan instruksi sesuai jadwal;

mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA
(apabila ada).

tercantum dalam

o

62. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk
kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia
dalam hal scbagai berikut: .
a. PPK mengubah judwal yang dapal mempengaruhi

pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayat
c. PPK tidak memberikan  gambar-g
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang tu
d. penyedia pelum bisa masuk ke lokasi sesual

kontrak; : ;
e. PPK meng,inslruksxkan kepada pihak
melakukan pengujian tambahan

63. Peristiwa 63.1

Kompensasi
-an kepada penyedia; .
ambar, spesifikasi

dibutuhkans;
adwal dalam

penyedia untuk
yang setelah
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63.4

63.5

63.7

dilaksanakan pengujian ternyata  tidak  ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan,

PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu
yang tidak dapat diduga scbelumnya dan discbabkan olch
PPK;

h. ketentuan lain dalam SSKK.

e ™

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan  pengeluaran
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau
memberikan perpanjangan wakiu penyelesaian pekerjaan.

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan olch
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat
Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan
jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi
gangguan penyclesaian  pekerjaan  akibat peristiwa
kompensasi.

Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia
telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka
penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyclesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu
Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan olech Penyedia kepada FPK.
Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum Kontrak jika perpanjangan terscbut mengubah
Masa Kontrak.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai
untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi
atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

64. Personil Inti
dan/atau
Peralatan

64.1

64.2

64.5

Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus
sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh
dilakukan kecuali atas persctujuan tertulis PPK.

Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan
mengajukan  permohonan terlebih  dahulu kepada PFPK
dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman  kerja
personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian
personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang

dibutuhkan.

Jika PPK menilai bahwa personil inti:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik;

b. berkelakuan tidak baik; atau



64.6

¢. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti
dan menjamin personil inti terscbut mening calkan lokasi
kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari scjak diminta oleh PPK.

Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu
dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menycdiakan
pengganti dengan kualifikasi yang sctara atau Iebih baik dari
personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya
tambahan apapun.

Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat
sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

65. Harga Kontrak

66. Pembayaran

65.1

65.3

66.2

PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam kontrak sebesar harga kontrak.

Harga kontrak telah memperhitungkan kecuntungan, beban
pajak dan biaya overhcad serta biaya asuransi yang mcliputi
juga biaya kesclamatan dan keschatan kerja.

Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum
dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga
satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga
Satuan).

Uang muka

a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada
pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uang muka yang diterima;

c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia
harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka
secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk melaksanakan pcekerjaan
sesuai Kontrak;

d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Pajabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada
huruf ¢, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
Jaminan Uang Muka diterima;

e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum,
perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi
Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan
(surctyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau
lembaga yang berwenang;

f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional  pada  sctiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%
(scratus perscratus).

Prestasi pekerjaan
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati
dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
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1) penyedia telah mengajukan tagihan discrtai laporan
kemajuan hasil pckerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem
termin atau pembayaran sccara sckaligus, sesual
ketentuan dalam SSKK;

3) pembayaran dilakukan senilai pckerjaan yang telah
terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang
menjadi  bagian dari hasil pckerjaan yang akan
discrahterimakan scbagaimana diatur dalam SSKK;

4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka,
denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

5) untuk kontrak yang mempunyai sub Kkontrak,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan.

pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan
selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara
penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
PPK dalam kurun waktu 14 (ecmpat belas) hari kerja
sctelah pengajuan permintaan pembayaran dari penycdia
harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kecpada Pcjabat Penandatangan Surat FPerintah
Membayar (PPSPM);
bila terdapat ketidaksesuaian dalam  perhitungan
angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan  hal-hal  yang sedang menjadi
perselisihan.

Denda dan ganti rugi

a.
b.

C.

2.

denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada

penyedia;

ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan

kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

besarnya denda yang dikenakan kcepada penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk sctiap hari
keterlambatan adalah:

1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian
kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila
kontrak terdiri atas bagian pckerjaan yang dapat
dinilai terpisah dan bukan merupakan Kkesatuan
sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima
oleh PPK;

2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila
bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum
berfungsi;

3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan
dalam SSKK.

besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas

keterlambatan pembayaran adalah scbesar bunga dari

nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat
suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan

Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan

dalam pembayaran prestasi pekerjaan;

ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan

dalam adendum kontrak;

pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh

PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai

perhitungan dan data-data.



67. Hari Kerja

68. Perhitungan
Akhir

69. Penangguhan

Pembayaran

70. Penyesuaian
Harga (Untuk
Kontrak Harga
Satuan atau
Kontrak
Gabungan Lump
Sum dan Harga
Satuan)

68.2

69.1

69.2

69.3

69.4

70. /1

70.2

70.3

70.4

Semua pekerja dibayar sclama hari kerja dan  datanya
disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani
olch masing-masing pekerja dan dapat diperiksa olch PPK.
Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga
kerjanya sctelah formulir upah ditandatangani.

Jam kerja dan waktu cuti untuk pckerja harus dilampirkan.

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita
acara penyerahan awal telah ditandatangani olch kedua
belah Pihak.

Sebelum  pembayaran terakhir dilakukan, penyedia
berkewajiban  untuk menyerahkan kepada Pengawas
Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang
jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh
Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mencrbitkan SPP
untuk pembayaran tagihan angsuran tcrakhir sclambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung scjak tagihan
dan kelengkapan dokumen penunjang diterima  olch
Pengawas Pckerjaan.

PPK dapat mecnangguhkan pembayaran setiap angsuran
prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai
memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan
setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan.

PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang
jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi
kesempatan untuk memperbaiki  dalam  jangka waktu
tertentu.

Pembayaran yang ditangguhkan harus discsuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran
akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

[Hatga yang tercantuun dalam Kontrak dapat berubah akibat
adanya penyesuaian fharga sesual dengan peraturan yang
berlaku.

Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak
yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan
dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) scjak
pelaksanaan pekerjaan.

Penyesuaian harga diberlakukan terfiadap Kontrak Tahun
Janik yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak
Gabungan Lumip Swn dan Harga Satuwan yang mengacu padea
Dokunicnn  Pengadaan  danzataw  perubahan  Dokunen
Pengadaan, yang sclaryjutnya dituangkan dalan SSKK.

Penyesuaian  Harga  Satuan  berlaku  bagi  seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen Keuntungan
dan biaya overhead sebagaimana tercantun: dalam
penawararn.
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70.14

Fenyesuaian Harga  Satuan  diberlakukan  sesuwari  dengan
Jadwal  polaksanaan  yang  tercantiun  dalam  kontriak
awal’adendum kontrak.

Fenyesualan Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, mienggunakan mdeks pernyesuaiann
harga dari negara asal barany tersebut.

Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagar
akibat adanya adendun kontrak dapat drberikan penyesuaiinn
harga mular bulan ke- 13 (tiga belas) scjak adendumn korntrak
tersebut ditandatarngani.

(ortrak yang terlambal pelaksanaannya disebabkan oleh
kesalahan  FPenyedia diberlakukan  penyesuaian — frarga
berdasarkan indeks harga terendal antara jadwal awal
dengan jadwal realisasi pekerjaan.

Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan runis sebagar
berikut:
Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Din/T)o+.....)

Hn = Hazga Satuan pada saat pekeryaan dilaksanakar;

Ho = Harga Satuan pada saat harga penawarain,;

a = KRoefisien tetap yang terdiri atas keurnturgan dan
overhead;

Dalam hal penawaran tdak mcncantunikar
besaran komponcen kceuntungan dan  overhicad
maka a = 0, 15.

b, ¢, d = Koeftisien komponen kontrak seperti tenaga kerja,
bahan, alat kerja, dshb;

FPenyjumlahian a+b+c+d+....dst adalat 1,00.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saal pekerjaan
dilaksanakan  Gnulai  bulan ke-13  setelah
penandatanganan kontrak).

Bo, Co, Do = Indcks harga konyponcn pada bulan ke-12
sefelah penanda-tanganan kontrak.

FPenetapan Koefisienn bahan, tenaga Kkerja dan alat kerja
ditetapkan dalam SSKK.

Indeks harga yang digunakan bersumber dart penerbitan BFS.

Dizalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BFS,
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi
fekius.

Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai
berikut:
Pnn = (HnilxVI9)+(Hn2ZxV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Pn = Nilal Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga
Satua;
Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan

setelah dilakukan penyesuaian harga nengQuinakarn
rurmusan penyesualan Harga Satuan;

V = Volume setiaqp jenis Kkompornen pekeryjaan  yang
drlaksanakan.

Pembayaran penycesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila
penyedia telah mengajukan tagihan discrtal perfitungan dan
data-data;



70.15 Penyedia  dapat  mengajukan  secara  berkala  sclimbil-
lambatnya sctiap G (cnam) budarn.]

G. PENGAWASAN MUTU

71. Pengawasan dan
Pemeriksaan

72. Penilaian
Pekerjaan
Sementara oleh
PPK

73. Cacat Mutu

74. Pengujian

75. Perbaikan Cacat
Mutu

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan pckerjaan yang dilaksanakan olch penyedia. Apabila
diperlukan, PPK dapat memcrintahkan kepada pihak ketiga untuk
mclakukan pengawasan dan pemeriksaan atas scmua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

72.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan
kemajuan fisik pekerjaan.

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan
dan memberitahukan penyedia sccara tertulis atas sctiap Cacat Mutu
yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan  dapat
memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan
Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap olch PPK
atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak
dan Masa Pemeliharaan.

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam
Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan
adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya
Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi.

75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan
pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera sctelah
ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab
atas cacat mutu sclama Masa Kontrak dan Masa

Pemeliharaan.

75.2 ‘Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

~I
3]
&

Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan
perbaikan tersebul. Penyedia segera setelah menerima klaim
PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya
perbaikan tersebut. PPK dapat memperolech penggantian
biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia
yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan
Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya
penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia
kepada PPK yang telah jatuh tempo.

75.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan
mendaftarhitamkan penyedia.



76. Kegagalan
Konstruksi dan
Kegagalan
Bangunan

=~
[op)
—

Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan
maka PPK, pengawas pekerjaan dan/atau  Penyedia
bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi scsuai dengan
kesalahan masing-masing.

Jika Hasil Pckerjaan scbagaimana ditctapkan dalam SSKK
berupa bangunan maka FPK dan/atau pcenyedia terhitung
sejak tanggal penandatanganan berita acara pcenycrahan
akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan scsuai
dengan kesalahan masing-masing sclama umur konstruksi
yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10
(sepuluh) tahun.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan,
dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kechilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali
kerugian yang mendasari tuntutan terscbut discbabkan
kesalahan atau kelalaian PPK) schubungan dengan klaim
kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak kctiga yang timbul dari kegagalan
bangunan.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penycdia tidak
membatasi kewajiban penanggungan penycdia dalam angka
70 ini.

Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara
semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan
pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

77. Penyelesaian
Perselisihan

78. Itikad Baik

77.1

78.1
78.2

78.3

78.4

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul
dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan
ini.

Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak
dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah,
arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan
jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,
maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.

Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk
bertindak dengan itikad baik schubungan dengan hak-hak
Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan
untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.



Surat Penawaran

21 Maret 2024

Kepada Yth:.

Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi - | Kab. Way Kanan.
di.

Tempat.

Nomor : 25551629/1/2024/4
Perihal : Penawaran Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

Sehubungan dengan pengumuman Tender dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor:
3410629/DOKPENG/Kontruksi 1/1.07-WK/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan setelah kami pelajari dengan seksama
Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini
kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang
Plastik sebesar Rp. 16.985.933.305,20

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan
untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(21 Maret
2024 23:59)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

Masa Berlaku Penawaran.

Surat Penawaran.

. Jaminan Penawaran.

. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).

. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).

Jaminan Penawaran.

Daftar isian peralatan utama beserta:a. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB,

invois, kuitansi, bukti pembelian. surat perjanjian jual beli atau bukti kepemilikan lainnya;b. Bukti kepemilikan peralatan

yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran atau bukti

sewa beli lainnya:c. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan

/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:c.1. Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK,

BPKB. invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya: atauc.2. Bukti

kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka,

angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;Bukli penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:c.2.a. Surat

pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;c.2.b. Surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewaic.2.

c. Surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atauc.2.d. Bukli pendukung lainnya yang mencantumkan

adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;.

8. Daftar isian personel manajerial beserta daltar riwayat pengalaman kerja atau referensl kerja dari pemberi pekerjaan.
9. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan berupa jenis pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan ketentuan

pada SSKK (apabila disyaralkan).

10. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas:a. Elemen SMKK; danb. Pakta Komitmen Keselamatan
Konstruksi.

11. Formulir penyampaian TKDN (apabila memenuhl syarat untuk diberikan preferensi harga).

12. Daltar barang yang diimpor (apabila ada).

13. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian
kontrak Lumsum).

14. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi

kewajaran harga).a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan).b. Rincian Keluaran dan

Harga (untuk bagian pekerjaan Jumsum)..

NoLOABN =



15. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada
semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah
disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang
/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.



Kode Tender 3410629

Nama Paket 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastk

Nama Peserta PT ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

Tanggal Kirim 21 Marel 2024 22 24

Status Dokumen No Persyaratan Status
1 Daftar Kuantitas dan Harga (uniuk bagian kontrak Harga Satuan) sera Daltar Keluaran dan Harga (untuk bagan kontrak Lumsum) v

2 Khusus apabila ada evaluasl kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhl pada saat acara klarifikasl kewajaran harga) a @
Analisa Harga Saluan Pekenaan (untuk baglan pekeraan harga satuan) b Rincian Keluaran dan Hargna (untuk bagian pekerjaan

lumsum)
Jenis
Barang/ Satuan
Jasa Unit Volume PPK Peserta
Total sebelum Pajak Total setelah Total sebelum Pajak Total setelah
Harga Satuan Pajak (%) Pajak Keterangan Harga Satuan Pajak (%) Pajak Keterangan
Mobilisasi LS 1,0 Rp Rp 110 PRp 12 Rp Ap 11,0 Rp 12
87 535 000,00 87 535 000.00 97 163 850,00 87 53500000 87 535 000,00 97 163 850,00
Manajemen Ls 1.0 Rp Rp 110 Rp 18(1) Rp Rp 110 Rp 18(1)
dan 40 545 520,00 40.545.520,00 45 005.527,20 40 441 480,00 40441.480,00 44 890 042,80
Keselamatan
Lalu LUntas
Keselamatan LS 1.0 Rp Rp 1,0 Rp 119 Rp Ap 110 Rp 119
dan 115171 000,00 115.171.000,00 127 839 810.00 115171 000,00 11517100000 127 839 810.00
Kesehatan
Kena
Galian Biasa M3 597,88 Rp 10511134 Rp. 10 Rp 31.(1) Rp. 104 871,58 Rp 1o PRp 3v(M
62.843 967,96 69 756 804,43 62 700 622,96 68 507 691,48
Galian M3 202.17 Rp. 139 486,37 Rp 110 Rp 31(9) Rp 139 168,76 Rp 10 Rp 31109
Parkerasan 125 840.418,42 139 682 864 45 125 553 883.26 139 364 810,42
berbutir
Timbunan M3 225,0 Rp 41238100 Rp 1.0 Rp 32(1a) Rp. 41119531 Rp 110 Rp 32(1a)
Biasa dan 92.785.725.00 102 992 154,75 92 518 944,56 102 696 028,46
sumber
galian
Penyiapan M2 17 916,66 Rp 2083.37 Rp 10 Rp 33 (1) Rp. 208025 Rp 110 Rp 33()
Badan Jalan 37327 031,94 41.433 005,48 37.271 068,60 41.370886.15
Lapis M3 278125 Rp 73405234 Rp 110 Rp s1(1) Rp 73170191 Rp 1.0 Rp 51.(1)
Pondasl 2041583 070,62 2266.157.208,39 2035 045 941 95 2 258 900 995,57
Agregat
Kelas A
Lapis M3 247.88 Rp. 696.741,69 Rp 1.0 Rp 51(2) Rp. 694 511,33 Rp. 10 Rp 5.1.(2)
Pondasi 172.708.330,12 191 706 246 43 172.155469.13 191 092.570,74
Agregal
Kelas B
Lapis Resap Liler 14.887,03 Rp 23.792,03 Rp. 1.0 Rp. 61(1) Rp. 23 711,26 Rp 110 Rp 61(1)
Pengikat - 354,192 664,37 393.153.857.45 352 990 313.22 391.819.247.68
Aspal Cairv
Emuisi
Lapis Liter 590072 Rp. 2217078 Rp 110 Rp 61 (2a) Rp 2209558 Rp 10 Rp 8.1 (2a)
Perekat - 130.823.564 96 145214157 11 130.379.825.95 144.721.606,80
Aspal Cairv
Emulsi
LastonLapis Ton  2143,14 Rp Ap 110 Rp 6.3(5a) Rp Rp 110 Rp 6.3(5a)
Aus (AC- 2730 433,56 585170137978 6495 388 531.55 272278351 583530625198 6 477.189.939,60
wC)
Laston Lapis  Ton 234339 Rp Rp 1.0 Rp 6.3(6a) Ap Rp 11,0 Rp 6.3(6a)
Antara (AC- 2503 207.16 5 865.990.603,24 6 511.249.569,69 2.495 854,81 5.848.761.261,81 6.492.125 000,61
BC)
Beton , fc15 M3 1250 Ap Ap 1.0 HRp 7.1(8) Rp Rp. 10 Rp 7.1(8)
Mpa 2086 882,51 28086031375 289 554.048,206 207992189 259090 236,77 288.560.102,82
Marka Jalan M2 428,91 Rp. 249 638,53 Hp. 1,0 Rp 02(M Rp 24005299 Rp. 110 Rp, 2.2(1)
Termoplastik 107 168.243 90 110 945 650,73 1068 821 317,09 118.571.661,97
Produk Dalam Neger! (PDN) Rp. 16,985.933.305,20
Total HPS Rp. 17.035.244.185,80 Tolal Penawaran Rp. 16.985.933.305,20

Total Pengunjung: 670 136
16 April 2024 1331 WIB

200062024 Leambaga Kebijjakan Pongadaan Barang/Jasa Pomonntah (LKPP

Apikast SPSE v 5020240
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04/23, 14.04 Gmail - [e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

E & a Gl | |ai| Alvin Akbar Konstruksindo <alvin.akbar9mitra@gmail.com>

e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

direktorat Jenderal Pajak <efiling@pajak.go.id> 16 April 2023 pukul 13.57
(epada: alvin.akbarOmitra@gmail.com

Penyampaian SPT Elektronik
€ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
NPWP : 814542171323000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 16/04/2023
Nomor Tanda Terima Elektronik : 75171406537231816141

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

ps://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ddB8bS8bbB83&view=pt&search=all& permmsgid=msg-f: 176331 50387578565498simpl=msg-1:17633150387578565... 1/1



:(’e';;'nﬁa,gakerjaan SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 180000000517464

Nama Badan Usaha | Asosiasi . PTALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

Nomor Pendaftaran Perusahaan : 18209730

Alamat : JL.MAWAR INDAH RT/RW 002/02 LABUHAN DALAM
TANJUNG SENANG - KOTA BANDAR LAMPUNG
LAMPUNG 35142

Telah terdafiar sebagai peserts BPJS Kelenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang No. 24 Tzhun 2011,

Ditetapkan Di  : JAKARTA
Pada Tanggal : 04-JUNI-2021

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

.»\.\'(J'G()R()sEK() CAHYO

NIDCWT™IIM™ 11 raas




NOTARIS

YOHANES SUBAGIO, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00856.AH.02.01.Tahun 2015 Tanggal 10 November 2015

SALINAN/GROSSE

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“ PT, ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO ™

8.

21 MARET 2024

Lo

Jin. Letjen. Alamsyah Ratu Prawiranegara
Ruko Auto Part Blok A/15

Way Halim Permai, Way Halim, Kota Bandar Lampung

Hp : 0821 7909 7522
email : yohanes.subagio.notaris@gmail.com



ES SUBAGIO, SH,, M.Kn,
1S BANDAR LAMPUNG PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“ PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO “

Nomoxr : 8.
o e B e
-Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-03-2024 (dua puluh
satu Maret tahun dua ribu dua puluh empat) .-—---——-==-=
—=Pukul 11:00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian

-Berhadapan dengan Saya, YOHANES SUBAGIQ,--——-—————-—---—
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di--—---—
Kota Bandar Lampung, dengan dihadiri saksi-saksi--—---

vang telah dikenal oleh Saya, Notaris dan akan———-——-—-—

disebit pada bagian 'akhir Akta ini (s-—t—c———=c==a==t=e
-Tuan AGUNG RIAN HIDAYAT, Warga Negara Indonesia,
lahir di Metro, pada tanggal 12-11-1989 (dua belas
November tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Mawar Indah Nomor 41, Rukun

Tetangga 008, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan

Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : 1871111211890008;--—---
-Menurut keterangan Penghadap, dalam melakukan
perbuatan hukum dalam Akta ini Penghadap
bertindak (===~ o mmsem e e e e m e e e - ——

a. Selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas—————-—-
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO; === === = e e =
b. Selaku Pemegang 500 (lima ratus)--—=————=———=——====

lembar saham dalam Perseroan Terbatags—-—-—--—-—---—--—
PT. ALVIN AKBAR KONSTRURSINDO; ~=—=—=== == mm———— -
‘c. Berdasarkan Kuasa sebagaimana tercantum dalam
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO,

yang dibuat secara di bawah tangan, bermaterai




YOHANES SU!

NOTARIS BA:
FZ:;:;T_ tertanggal 20-03-2024 (dua puluh Maret
tahun dua ribu dua puluh empat), ditandatangani
oleh Para Pemegang Saham Perseroan, yang
kebenaran dan keasliannya di-jamin oleh
Penghadap, yang mana aslinya Saya, Notaris

lekatkan pada minuta Akta ini, oleh karenanya
sah bertindak serta mewakili sebagai kuasa
dari dan karenanya untuk dan atas nama
Segenap Pemegang Saham Perseroan Terbatas
fT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO, yaitu suatu
Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Undang-
undang dan tunduk pada hukum yang berlaku
di Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya
dalam Akta ini disingkat "Perserocan'"),
berkedudukan di KOTA BANDAR LAMPUNG, yang mana
Anggaran Dasar Pendirian Perseroan tersebut
termuat di dalam Akta Nomor : 16 Tanggal
03-03-2017 (tiga Maret tahun dua ribu tujuh
belas), yang dibuat di hadapan FAHRUL ROZTI,
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandar Lampung,
yang mana telah mendapat Pengesahan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan
Nomor : AHU-0011841.AH.O01.01.TAHUN 2017 Tanggal
10-03-2017 (sepuluh Maret tahun dua ribu tujuh

belas) , dan menurut keterangan Penghadap,
Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana
telah diadakan perubahan-perubahan, dan
perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan

Akta Nomor . 8 Tanggal 17-03-2022 (tujuh
belas Maret tahun dua ribu dua puluh dua),
yang dibuat di hadapan Saya, Notaris, yang
mana Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
terbatas PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO,

tersebut, telah mendapat Persetujuan Menteri

Lsiiif~ifn Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

[ SOS—
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rggg;;;;mana ternyata dalam Surat Keputusan
Nomor : AHU-0019750.AH.01.02.TAHUN 2022 Tanggal
20-03-2022 (dua puluh Maret tahun dua ribu
dua puluh dua) , sedangkan perubahan Data
terakhir dengan Akta Nomor : 14 Tanggal
15-04-2023 (lima belas April tahun dua ribu
dua puluh tiga), yang dibuat di hadapan Saya,
Notaris, yang mana Perubahan Data Perseroan
terbatas PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO,
térsebut, telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republii Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan
Nomor : AHU-AH.01.09-0112056 Tanggal 18-04-2023
(delapan belas April tahun dua ribu dua puluh
tiga), yang mana dari Akta tersebut di atas,
salinan resminya diperlihatkan kepada Saya,
Notaris, dan fotokopinya dilekatkan pada minuta
Akta ini, selanjutnya menurut keterangan
Penghadap, hingga saat Akta ini ditandatangani
tidak ada dan/atau belum ada Akta perubahan
lagi setelah Akta perubahan terakhir yang telah

disebutkansdisatas s rman s e e e e e e e e e
-Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris, dari tanda

e N L A S Y A e e e e e e e e e e e e e e e e e e

—Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana

tersebut di atas, terlebih dahulu dengan ini
Menerangkan il m=——mma——mm e e e e e e e e
-Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO, tersebut, telah
mengadakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA,
pada hari Rabu, tanggal 20-03-2024 (dua puluh Maret
tahun dua ribu dua puluh empat), yang dimulai pada
pukul 11:00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat)
sampai dengan pukul 12:00 WIB (dua belas Waktu

Indonesia Bagian Barat) , bertempat di Kantor

\
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Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara

Rapat Perseroan tersebut.--—-——=—=————=———=————==—======—=
-Bahwa Agenda dan/atau Mata Acara dalam RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALVIN  AKBAR
KONSTRUKSINDO, tersebut, adalah sebagai BerlRiIT ) & ==
1. PEMBUKAAN , == o o i o o o o o e ot o o e

2. Pembahasan mengenai :--———-———-——=———————====——=====
a. Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan.-———=—=—"77
b. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.=—===
3. Hal-hal lajn.———ececctcmm e c e — e e ————— e ———
4. Penutup . ———=—cctoa o m oo e moe AR e E e
-Satu dan lain sebagaimana ternyata dari BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO, tertanggal 20-03-2024 (dua puluh Maret
tahun dua ribu dua puluh empat) tersebut di atas.-—-——-
-Bahwa yang hadir dalam Rapat tersebut adalah sebagai
Derikut t=———me e — ==

b. Selaku Pemegang 500 (lima ratus) lembar saham
l dald@m Persercal. -m——=——————m=——roosa———aa sttt

‘ 2.-Tuan FADLI AKBAR, Sarjana Teknik, Warga Negara

Indonesia, lahir di Semarang, pada tanggal
18-06~1980 (delapan belas Juni tahun seribu
sembilan ratus delapan puluh) , Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Flamboyan IV Nomor 30,
Rukun Tetangga 010, Kelurahan Labuhan Dalam,
Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan : 1871111806800009;
—Dalam Rapat tersebut bertindak i—-————=——=—=————————q

a. Selaku Direktur Perseroan;-—-~—-———————————— e

b. Selaku Pemegang 500 (lima ratus) lembar saham

Bl
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ol |3"NY°nYa LELI MARLINA, Warga Negara Indonesia, lahir
di Metro, pada tanggal 10-07-1985 (sepuluh Juli
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima),
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan
Flamboyan IV Nomor 30, Rukun Tetangga 010,
Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senangd,
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan : 1871115007850003;-——————=——————======

~Dalam Rapat tarsebut bertindak i—-———==——==t=—====

a, Selaku Komisaris Perseroanj———————————-==""-~"" " "—

b. Selaku Pemegang 1.000 (seribu) lembar saham

dalam Perseroan,-—————————=—=—==——===———————==o—===
-Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Pemegang
Saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO, tersebut, yaitu
sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar saham, masing-masing
dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu Jjuta
rupiah), dengan demikian sesuai ketentuan vang
tercantum dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO, tersebut, maka
Rapat tersebut sah dan berhak untuk mengambil
keputiusapl vang fengikat ic——————r e e s e
-Bahwa Rapat tersebut dipimpin oleh Tuan AGUNG RIAN
HIDAYAT, tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan,
satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ©Perseroan Terbatas
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO, tersebut.,---—--———-m-—=-—
-Bahwa Susunan Pemegang Saham dan Pengurus dari
Perseroan Terbatas PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO,
tersebut, pada saat ini adalah sebagaimana yang
termuat di dalam Akta Nomor : 14 Tanggal 15-04-2023
(lima belas April tahun dua ribu dua puluh tiga), yang

L—Siifif_?i hadapan Saya, Notaris, tersebut di atas.—----
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-Bahwa sesuai Kuasa yang tercantum dalam BERITA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO, tersebut, maka Penghadap tersebut
hendak menyatakan keputusan dan/atau Berita Acara
Rapat tersebut ke dalam suatu bentuk Akta Notariil
yaitu dengan Akta ini.---—=——===———————m——o==o—mo——s=os
-Bahwa berhubung dengan apa yang diuraikan di atas,
maka Penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan
bahwa RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO yang telah diadakan pada
hari, tanggal dan tempat tersebut di atas secara
mufakat dan suara bulat telah memutuskan hal-hal
sebagai berikut (---————————r——m———————————————————————
I. Menyetujuil pengangkatan j-————r-———=—=s="—T-T T TT
1. Tuan ARI AL AMIN, Warga Negara Indonesia,
lahir di Karang Anyar, pada tanggal 11-02-1994
{sebelas Februari tahun seribu sembilan Tratus
sembilan puluh empat) , Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Dusun Karang Turi,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001,
Kelurahan/Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati
Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3 1801131102940011;

2. Tuan M. AL SIDIQ, Warga Negara Indonesia,
lahir di B. Lampung, pada tanggal 27-01-1998S
(dua puluh tujuh Januari tahun seribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan), Belum/Tidak
Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Raden Intan
Gang Seripanama Nomor 9 Lingkungan I, Rukun
Tetangga 001, Kelurahan Tanjung Karang,
Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi

Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
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Nomor 1Induk Kependudukan : 1871062701920001;
Sebagai DIREKRTUR; ~————————mmmmmm—————————— === =
—Pengangkatan Anggota Direksi tersebut di atas

telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan.———-—~cmmeme s m e — e — e

Menyetujui Perubahan Susunan Anggota Direksi
Perserxocan, sehingga terhitung sejak ditutupnya
Rapat, maka wuntuk selanjutnya Susunan Anggcta
Dirgksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah
sebagai berikut :=———memmm—mmm— e —— e ————— =

1. Tuan AGUNG RIAN HIDAYAT, tersebut, sebagai

2. Tuan RINO HARMAWAN , 8.P., Warga Negara
Indonesia, lahir di Bandar Lampung, pada
tanggal 20-02-1983 (dua puluh Februari tahun
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karimun
Jawa Perumahan D Karimun Blok D 16, Rukun
Tetangga 002, Kelurahan Sukarame, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan =: 1871022002830003,
sebagai DIREKTUR.—————=—— === m e e — —

3. Tuan SUMARNO, Warga Negara Indonesia, lahir di
Purbalingga, pada tanggal 17-04-1979 (tujuh
belas April tahun seribu sembilan xratus tujuh
puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertemgat
tinggal di Kenteng, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 004, Kelurahan/Desa Muktisari, Kecamatan
Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan : 3305121704790009,
sebagai DIREKTUR, - —— === = — = e e e e e e e

| 4. Tuan HENDRI SUDIRMAN, Warga Negara Indcnesia,

lahir di Padang, pada tanggal 14-05-1978 (empat
LffijfLQ?ei tahun seribu sembilan ratus tujuh




YOHANES SUBE

T NOTARIS BAN]
Puluh delapan), Pedagang, bertempat tinggal di

Jalan Arimbi Blok BB Nomor 09 Lingkungan II,
Rukun Tetangga 001, Kelurahan Beringin Jaya,
Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
1871131405780002, sebagai DIREKTUR.-—-———-————-—=
|5. Tuan FADLI AKBAR, Sarjana Teknik, tersebut,
sebagai DIREKTUR,. ———————=—m——m— = m—— e — = —
|6- Tuan BAGINDA TUA HARAHAP, Warga Negara
Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal
20-10-1986 (dua puluh Oktober tahun seribu
sembilan ratus delapan puluh enam) ,
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan
S. Hatta Gang Bay Pass Raya Nomor 35, Rukun
Tetangga 004, Kelurahan Rajabasa Raya,
Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3
1871102010860002, sebagai DIREKTUR.--———==——————
7. Tuan RISKY FIRMANSYAH, Warga Negara Indonesia,
lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 09-06-1977
(sembilan Juni tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Mercedes Benz Blok B I Nomox
116, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 013,
Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota
Cirebon, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu 1
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
: 3274030609770014, sebagai DIREKTUR.-————=——=—-~
8. Tuan ARI AL AMIN, tersebut, sebagai DIREKTUR, --

9. Tuan M. AL SIDIQ, tersebut, sebagai DIREKTUR.--

10. Nyonya LELI MARLINA, tersebut, sebagai
KOMISARIS . —— === == = e e e e e e e e
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-Akhirnya

Penghadap bertindak dalam kedudukannya

Sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan

-Bahwa setelah cdilakukan Rapat Umum Pemegang

Saham sebagaimana mestinya, maka Susunan Anggcta

Direksi dan Dewan Komisaris Persercan Terbatas

PT. ALVIN ARBAR KONSTRUKSINDO, tersebut, adalah
S6DaAgALl DEriKUL e m et e el — o e e e e e = L

- DIREKTUR UTAMA : Tuan AGUNG RIAN  HIDAYAT,

e Se DLy e e S e e e e
~ DIREKTUR : Tuan RINO HARMAWAN, S.P, tersebut; -
~ DIREKTUR : Tuan SUMARNO, tersebut;---——-——-———-—--<

~ DIREKTUR : Tuan HENDRI SUDIRMAN, tersebut;-----
- DIREKTUR : Tuan FADLI AKBAR, Sarjana Teknik,

tersebut; ————————mmm—m——————————— ==
= DIREKTUR : Tuan BAGINDA TUA HARAHAP, tersebut;-
~ DIREKTUR : Tuan RISKY FIRMANSYAH, tersebut;---—-—
~ DIREKTUR : Tuan ARI AL AMIN, tersebut;--—-—------=
-~ DIREKTUR : Tuan M. AL SIDIQ, tersebut;————-——=--

~ KOMISARIS : Nyonya LELI MARLINA, tersebut.--—---
—Bahwa Susunan Pemegang Saham Perseroan Terbatas
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO, tersebut, tidak diubah,

sehingga tetap sebagai berikut :-——-—-———————————————=—-

-~ Nyonya LELI MARLINA, tersebut, sejumlah 1.00C
(seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar

- Tuan AGUNG RIAN HIDAYAT, tersebut, sejumlah 350C
(Lima ratus) saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000, - (lima
ratus juta rupiah)-———-——————m—m =

-~ Tuan FADLI AKBAR, Sarjana Teknik, tersebut,
sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000C, -

(lima ratus juta rupiah) j————————— e —————

\
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~Sehingga seluruhnya berjumlah 2.000 (dua ribu)

saham atau dengan nilai nominal sebesar
Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).--=-"7-

-Bahwa dengan ini memberi kuasa kepada Tuan AGUNG RIAN
HIDAYAT, tersebut, dan Notaris baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan
kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan, untuk
memohon persetujuan atas Perubahan Data Perseroan
Terbatas PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO, tersebut, dari
pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun
perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya
dengan Akta NOtaris. ———e—emmemceccomem—————————————————

-Bahwa untuk keperluan-keperluan tersebut menghadap

kepada pihak yang berwenang, memberikan keterangan-
keterangan, membuat, meminta dibuatkan serta
menandatangani semua Surat dan/atau Akta yang

dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan
vang dianggap baik dan berguna untuk mendapatkan
persetujuan dari pihak yang berwenang atas Perubahan
Data Perseroan Terbatas PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO,
tersebut, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.--——-—-—
-Bahwa surat-surat saham menurut keterangan Penghadap
belum dicetak sehingga tidak dapat diperlihatkan
kepada Saya, Notaris, akan tetapi Penghadap menjamin
bahwa kepemilikan atas saham tersebut adalah benar
seperti apa yang diuraikan di atas.——rc-——"7"="—""""+
-Bahwa Penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut
dengan ini menyatakan dan menjamin serta bertanggung
jawab terhadap segala akibat yang dapat timbul dari
dan benarnya semua keterangan dan hasil Rapat Para
Pemegang Saham dari Persercan tersebut.--—-———--———-———-
-Bahwa Penghadap dengan ini menyatakan bahwa identitas
Para Pihak dan Perserocan serta data-data dan/atau
dokumen—-dokumen pendukung yang disampaikan kepada

Saya, Notaris, untuk kepentingan pembuatan Akta ini
L~iiiii~_fiuraikan dan/atau dijelaskan dalam Akta ini

10
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adalah benar adanya, sehingga apabila di kemudian hari
ternyata tidak benar, maka segala akibat yang timbul
daripadanya menjadi tanggung jawab dan resiko
Penghadap tersebut dan dengan ini pula Para Pibak
membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari tuntutan
hukum dari Pihak mana pun atas Perubahan terseput yang
diuraikan di ‘atas, cemcem Ao oo mmm—eaea
-~Bahwa Penghadap tersebut menurut keterangannya telah
mengetahui dan memahami benar isi dan makgud Akta ini,
Serta menyatakan bahwa isi Akta ini telah sesuai
dengan apa yang dikehendaki oleh Penghadap.--—-=-—=—---

——————————————— DEMIKTAN AKTA T INI === e e
-Dibuat sebagai Minuta dan dilangsungkan di Kcta
Bandar Lampung, pada hari dan tanggal disebutkan pada
bagian awal Akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
Sebagai berikut (—————cm e ————

l.-Tuan AHMAD JUMLI HARRIS, Ahli Madya, Warga Negara
Indonesia, 1lahir di Tanjung Karang, pada tanggal
09-09-1983 (sembilan September tahun seribu
sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat
tinggal di Jalan Haji Agus Salim Gang Senen Nomor
15 Lingkungan II, Rukun Tetangga 002, Kelurahan
Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kcta
Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pemegang Karctu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :

1871060909830003, ———=———=———m e e e -

2.-Nona MELISTIANI, Sarjana Ekonomi, Warga Negara
Indonesia, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal
15-06-1997 (lima belas Juni tahun seribu Ssembilan
ratus sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal
di Jalan Imam Bonjol Gang Waluh Lingkungan I
Nomor 44, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Kemiling
Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan : 1871135506970002.

\
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~Kedua-duanya Asisten saya, Notaris, sebagai saksi-

~Segera setelah Saya, Notaris, membacakan Akta ini
kepada Penghadap dan saksi-saksi, dan Penghadap
meémbubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri di
hadapan Saya, Notaris dan saksi-saksi yang dilekatkan
pada minuta Akta ini, maka seketika itu pula Akta ini

ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan Saya,
Notaris.

————————
TN i b s v s — — ——————————————— . — — . — — -

—Dibuat aengan tanpa perubahan,--===-—=—====———==s===——="="

-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-=—

L:Eiiifiii? sebagai salinan yang sama bunyinya.-=-—-—-—-"<

Notaris Kota Bandar Lampung

12
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PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Ramik Ragom Km.02 Pemerintah Kabupaten Way Kanan
BLAMBANGAN UMPU

ADENDUM KONTRAK KE-2

| WAY KANAN |

Nomor :  ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal : 11 OKTOBER 2024

PERUBAHAN ATAS ADENDUM KONTRAK KE-1

Kontrak Nomor  : ADD-01/K-002/SPK-BM/AFPBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal : 21 MEI 2024 '
Nilai Kontrak : Rp. 16.985.933.300,00,-

(enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima
Jjuta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu figa ratus
rupiagh)

Pekerjaan : 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas -
Talang Plastik

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) JASA KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

TAHUN ANGGARAN
2024

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEKERJAAN : 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas -

Talang Plastik
KONTRAKTOR : PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
KONSULTAN PENGAWAS : CV. VIEW CONSULTANT
SUMBER DANA : Dana Alokasi Khusus (DAK)
NOMOR KONTRAK : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/1V.08-WK /2024
TANGGAL KONTRAK 116 APRIL 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 16.985.933.300,00,-

WAKTU PELAKSANAAN  : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

NOMOR ADENDUM KE-1 : ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
TANGGAL ADENDUM KE-1 : 21 MEI 2024

NILAI ADENDUM KE-1 : Rp. 16.985.933.300,00,-

WAKTU PELAKSANAAN  :180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

NOMOR ADENDUM KE-2  : ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
TANGGAL ADENDUM KE-2 : 11 OKTOBER 2024

NILAI ADENDUM KE-2 : Rp. 16.985.933.300,00,-

WAKTU PELAKSANAAN  :220 (Dua Ratus Dua Puluh) Hari Kalender

ADENDUM KONTRAK KE-2
NOMOR: ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
TANGGAL: 11 OKTOBER 2024

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

JASA KONSTRUKSI BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DENGAN
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
UNTUK

MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN:
01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Adendum kontrak ini (termasuk semua lampirannya) merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisah dari Surat Perjanjuan Kontrak Nomor K-002/SPK-BM/APBD-
DAK/IV.08-WK/2024 tanggal 16 April 2024 dan Adendum Kontrak Ke-1 Nomor
ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/1V.08-WK /2024 tanggal 21 Mei 2024, yang
selanjutnya disebut Adendum Kontrak Ke-2, dibuat pada hari Jumat tanggal 11
Bulan Oktober Tahun 2024,

ANTARA
Nama : Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga

Berkedudukan di : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Way Kanan KM2
Blambangan Umpu Way Kanan

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 800/013.c/IV.08-
WK /2024 Tanggal 2 Januari 2024, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

DAN

Nama : M. AL. SIDIQ

Jabatan : Direktur

Alamat  :]Jl. Mawar Indah RT.002 RW.02 Labuhan Dalam Tanjung Senang
Bandar Lampung

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT.
ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO berdasarkan Akte Notaris FAHRUL ROZI, SH
Nomor 16 Tanggal 3 Maret 2017 (selanjutnya disebut KONTRAKTOR), untuk
melaksanakan Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas -
Talang Plastik Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk melakukan perubahan atas
kontrak yang disepakati melalui Adendum Kontrak ini

Pasal 1
TUJUAN ADENDUM

Adendum Kontrak Ke-2 Nomor ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-
WK/2024 ini dibuat sebagai aspek legal untuk melakukan Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan sebagaimana
penjelasan yang dituangkan dalam Justifikasi Teknis yang merupakan lampiran
Adendum Kontrak Ke-2 ini.

Pasal 2
DASAR-DASAR ADENDUM

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK /2024
Tanggal 16 April 2024, pada Pasal 4 Poin 2a tentang Adendum Surat Perjanjian.

2. Dokumen Kontrak pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal B.3 tentang

Perubahan Kontrak,
Pasal 3

Dipindai dengan CamScanner
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KESIMPULAN

1. Biaya Kontrak Tetap (tidak mengalami perubahan) yaitu scbesar Rp.
16.985.933.300,00,- (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta
sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sudah termasuk PPN 11%,

2. Waktu Pelaksanaan Bertambah dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender
menjadi 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender.

3. Adendum Kontrak Ke-2 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor K-002/SPK-BM/APBD-
DAK/IV.08-WK/2024 Tanggal 16 April 2024 dan Adendum Kontrak Ke-1 Nomor
ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/1V.08-WK /2024 Tanggal 21 Mei 2024,

4. Adendum Kontrak Ke-2 ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani
oleh kedua belah pihak.

5. Adendum Kontrak Ke-2 ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan bermaterai 10.000
(sepuluh ribu rupiah) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang
sama untuk kedua belah pihak.

Dengan demikian, Kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani
Adendum Kontrak Nomor ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/1V.08-WK/2024
pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

)
y
B |/ L
\__erisrtcersad i umum
R AV PENATAAN RUANG
, BUPATEN VIAY KANAN

r. SEPTAMA PUTRA, S.T. M.T.
NIP. 19840901 201001 1 010

MENGETAHUI
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan

' N e / _-r"
EDWIN BAVUR;'S.Sos.
NIP. 19730718°200003 1 002
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iy PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

J DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemdn Way Kanan KM, 2 Blambangan Umpu (34764)

ADENDUM SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: ADD-02/K-002/SPMK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Pakot Pekorjnon: 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

TERHADAP

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: K-002/SPMK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Pakot Pokerjnan; 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. SEPTAMA PUTRA, 5.T.,, M.T.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penalaan Ruang Kabupaten Way Kanan
Komplek Parkantoran Pemda KM 2 Blambangan Umpu Way Kanan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitman;

berdasarkan Adendum Surat Perjanjian 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik Nomor
ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/V,08-WK/2024 tanggal 11 Oktober 2024, bersama ini memerintahkan:

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

JI. Mawar Indah RT.002 RW.02 Labuhan Dalam Tanjung Senang Bandar Lampung
yang dalam hal ini diwakili oleh: M. AL. SIDIQ

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhalikan kelentuan-ketentuan sebagai berikul.
1. Macam Pekenaan; 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

2 Tanggal mulai kerja: 16 April 2024

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu Penyelesaian: selama 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender (16 April 2024) dan pekerjaan harus sudah
selesai pada tanggal 21 November 2024

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda

Keterlambatan sebesar 1/1000 (salu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum
PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak

Dipindai dengan CamScanner
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Blambangan Umpu, 11 Oktober 2024
Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
Kepala Bidang Bina Marga
NIP. 19840901 201001 1 010

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

M. AL. SIDIQ
Direktur

Dipindai dengan CamScanner
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ADENDUM

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Lelang
Pasal Ketentuan Data
A Korespondensi Tetap / Tidak ada perubahan
B Wakil Sah Para Fihak | Tetap / Tidak ada perubahan
C Tanggal Berlaku Tetap / Tidak ada perubahan
Kontrak
D Jadwal Pelaksanaan | Semula;
Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konstruksi ini
selama: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak 16
April 2024 dan peketjaan harus sudah selesai pada tanggal
12 Oktober 2024.
Perubahan:
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konstruksi ini
selama: 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender sejak 16
April 2024 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal
21 November 2024.
E Masa Pemeliharaan | Tetap / Tidak ada perubahan
F Umur Konstruksi Tetap / Tidak ada perubahan
G Pedoman Tetap / Tidak ada perubahan
Pengoperasian dan
Perawatan
H Pembayaran Tagihan | Tetap / Tidak ada perubahan
I Pencairan Jaminan Tetap / Tidak ada perubahan
] Tindakan Penyedia Tetap / Tidak ada perubahan
yang Mensyaratkan
Persetujuan PPK atau
Pengawas Pekerjaan
K Kepemilikan Tetap / Tidak ada perubahan
Dokumen
L Fasilitas Tetap / Tidak ada perubahan
M Sumber Pembiayaan | Tetap / Tidak ada perubahan

Dipindai dengan CamScanner
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Pembayaran Uang
Muka

Tetap / Tidak ada perubahan

Pembayaran Prestasi
Pekerjaan

Tetap / Tidak ada perubahan

Denda dan ganti
rugi

Tetap / Tidak ada perubahan

Sanksi

Tetap / Tidak ada perubahan

Batas akhir waktu
penerbitan SPP

Tetap / Tidak ada perubahan

Dokumen yang
disyaratkan untuk
mengajukan
tagihan
pembayaran

Tetap / Tidak ada perubahan

Penyesuaian Biaya

Tetap / Tidak ada perubahan

Penyelesaian
Perselisihan

Tetap / Tidak ada perubahan

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

oy
I:Rj DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOMPLEK PERKANTORAN KM 02. BLAMBANGAN UMPU
WAY KANAN 34764 WAY KANAN

FOTO DOKUMENTASI

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

i DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplck Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

——— — e ——

Blambangan Umpu, 10 Oktober 2024

Nomor  :620/PA-04/K-002/1V.08-WK/2024
Lampiran :1 (satu) berkas

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan
di-
Tempat
Perihal : Persetujuan Justifikasi Teknis Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang
Plastik

Memerhatikan:

1. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 620/ PPK-04/K-002/1V.08-WK/2024
Tanggal 2 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Usulan Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas -
Talang Plastik.

2. Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Paket Pekerjaan 01
Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik Nomor 620 /
BAPPPK-02/ K-002 / IV.08-WK / 2024 Tanggal 7 Oktober 2024.

3. Laporan Hasil Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) Nomor 620/ PPPK-
04/K-002/1V.08-WK /2024 Tanggal 9 Oktober 2024 Perihal Hasil Pembahasan
Justifikasi Teknis untuk Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan 01 Peningkatan
dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik.

4. Dokumen Kontrak Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp.
Andalas - Talang Plastik Nomor K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal 16 April 2024.

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2012 Tanggal 13
Desember 2012.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
Melalui Penyedia.

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem
Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum

Dipindai dengan CamScanner
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Dengan ini menetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Justifikasi Teknis Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan PPK Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp.
Andalas - Talang Plastik menjadi Justifikasi Teknis terkoreksi.

2. Ruang Lingkup Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp.
Andalas - Talang Plastik tetap (tidak berubah);

3. Gambar Desain tetap (tidak berubah/tidak ada revisi);

4. Spesifikasi tetap (tidak berubah);

5. Volume Pekerjaan tetap (tidak berubah);

6. Target Penanganan tetap (tidak berubah);

7. Nilai Kontrak tetap (Tidak Berubah), yaiu tetap sebesar Rp. 16.985.933.300,00,-;
8. Mata Pembayaran tetap (tidak berubah);

9. Waktu Pelaksanaan bertambah dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender
menjadi 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender;

10. Agar segera ditindaklanjuti dengan membuat Adendum Kontrak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pekerjaan | Umum dan Penataan Ruang
/I(abupaten Way Kanan

<” \

\/

£

EDWIl\i BAVUR, S.Sos.

NIP. 19730718 200003 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pengawasan CV. VIEW CONSULTANT

2. Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
Arsip
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=3 PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

Blambangan Umpu, 9 Oktober 2024

Nomor  :620/ PPPK-04/K-002/1V.08-WK/2024
Lampiran :1 (satu) berkas

Kepada Yth:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan
di-
Tempat
Perihal : Laporan Hasil Pembahasan Justifikasi Teknis untuk Usulan
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan
Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan Nomor: Nomor: 620/ PA-03/K-002/1V.08-WK/2024 tanggal 3
Oktober 2024 tentang Penugasan Pembahasan Justifikasi Teknis untuk Usulan
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan paket pekerjaan dimaksud, bersama ini
kami sampaikan Berita Acara Pembahasan Draft Justifikasi Teknis untuk Usulan
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

Telah dilakukan pembahasan dan koreksi atas Draft Justifikasi Teknis dengan
kesimpulan akhir sebagai berikut;

1.  Ruang Lingkup Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp.
Andalas - Talang Plastik tetap (tidak berubah);

Gambar Desain tetap (tidak berubah/tidak ada revisi);

N

3.  Spesifikasi tetap (tidak berubah);
4. Volume Pekerjaan tetap (tidak berubah);

Target Penanganan tetap (tidak berubah);

w

6.  Nilai Kontrak tetap (tidak berubah), yaiu tetap sebesar Rp. 16.985.933.300,00,-;
7. Mata Pembayaran tetap (tidak berubah);

8.  Waktu Pelaksanaan bertambah dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender
menjadi 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender;

Dipindai dengan CamScanner
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Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini memenuhi unsur-unsur yang
menjadi kewenangan Pengguna Anggaran, oleh karena itu direkomendasikan agar
Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tersebut diberikan persetujuan
sesuai dengan kewenangan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan.

Demikian laporan kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya, terima kasih.

Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan

£

. SANI KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19800619 201101 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. PPK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan

e mmmmmmm-ArSip--------
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g2y PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
ﬁ " DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM, 2 Blambangan Umpu (34764)
—
BERITA ACARA PEMBAHASAN DRAFT JUSTIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN: 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik
Nomor: 620 / BAPPPK-02/ K-002 / IV.08-WK / 2024

Pada hari ini, Senin Tanggal 7 Bulan Oktober Tahun 2024, kami yang
bertandatangan dibawah ini yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK), Konsultan Pengawas dan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor) telah melakukan rapat Pembahasan Draft
Justifikasi Teknis untuk Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan atas
Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang
Plastik, Kontrak Nomor: K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 Tanggal 16
April 2024, dengan uraian sebagai berikut:

. LATAR BELAKANG

Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang
Plastik adalah merupakan bagian dari upaya pihak Pemerintah Kabupaten Way
Kanan Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mewujudkan
sarana prasarana di bidang infrastruktur khususnya transportasi Jalan.

1I. DASAR HUKUM

1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way
Kanan Perihal Penugasan Pembahasan Justifikasi Teknis untuk Usulan
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi
Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik Tanggal 3 Oklober 2024;

2. Laporan Hasil Evaluasi Konsultan Pengawas atas Permohonan Perpanjangan
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor) PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO untuk Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan
Sp. Andalas - Talang Plastik Tanggal 1 Oktober 2024;

3. Dokumen Kontrak Nomor K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 Paket
Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik
Tanggal 16 April 2024;

4. Surat Edaran Direktur Jendral Bina Marga No. 18/SE/Db/2012 tanggal 13

Desember 2012 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan Adendum
Kontrak.
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V. PEMBAHASAN
A, PESERTA PEMBAHASAN

1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan,
Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pencliti Pelaksanaan Kontrak

2. Unsur Konsultan Pengawas CV. VIEW CONSULTANT

3. Unsur Kontraktor Pelaksana PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
(Daftar Hadir Terlampir)

B. HASIL PEMBAHASAN

Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia
Jasa Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa Konstruksi mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan pekerjaan didasari oleh Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
Pasal 63. tentang Peristiwa Kompensasi dan Syarat Umum - Surat Perintah
Kerja (SPK) Nomor 17. Peristiwa Kompensasi.

Penyedia Jasa Konstruksi mengajukan permohonan perpanjangan waktu
pelaksanaan selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
berakhirnya kontrak yaitu tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan 21
November 2024.

Permohonan perpanjangan waktu ini dikarenakan penyedia tidak bisa masuk
ke lokasi pekerjaan disebabkan akses Jalan Nasional ditutup sementara
sehingga kami tidak dapat melakukan mobilisasi material dan alat.

Penugasan Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Penyedia Jasa
Konsultansi Pengawasan

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan
yang diajukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi, Pejabat pembuat Komitmen
menugaskan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan untuk melakukan
evaluasi surat permohonan yang diajukan terhadap kondisi aktual dilapangan.

Laporan hasil Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
pekerjaan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen

Paraf
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Berdasarkan Hasll valuasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultansi
Pengawasan, didapatkan beberapa hal berikut dibawah ini:

a.  Usulan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang,
diajukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi telah memenuhi ketentuan yang,
ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak / Syarat Umum - Sural
Perintah Kerjo;

b, Tidak ada perubahan Nilai Kontrak Awal;

¢,  Tidak ada Perubahan Spesifikasi;

d.  Tidak diperlukannya Mala Pembayaran Baru;

e, Tidak ada Revisi Desain;

f,  Tidak ada perubahan Volume Pekerjaan;

v, Tidak ada perubahan Target Penanganan;

h.  Diperlukan Penambahan  Wakiu  Pekerjaan  disebabkan Peristiwa
Kompensasi;

i, Hasil Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
ini layak diproses menjoadi Adendum Kontrak.

Rekomendasi Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Pengguna Anggaran

Kriteria/Alasan diperlukan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
dimaksud  disebabkan Peristiwa Kompensasi. Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan ini memenuhi unsur-unsur yang menjadi kewenangan
Pengguna Anggaran, oleh karenanya mohon dapal segera ditindaklanjuti
untuk proses Persetujuan Jastifikasi Teknisnya,

Pembahasan Justifikasi Teknis untuk Usulan Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan

Berdasarkan keterangan dari Penyedia Jasa Konstruksi, didapati bahwa
penyedia tidak bisa masuk ke lokasi pekerjaan disebabkan akses Jalan Nasional
ditutup sementara schingga penyedia tidak dapat melakukan mobilisasi
malerial dan alat yang mengakibatkan pekerjaan dilapangan terhambat. Rigid
yang dikerjakan oleh pihak Balai Jalan Nasional memerlukan waktu paling
sedikit 30 hari kalender, hal ini didasari kekuatan rigid beton maksimum pada
umur 28 hari serta pekerjaan perakitan/pemasangan baja tulangan yang
memerlukan waktu 2 sampai 3 hari.

Dalam pekerjaan lelang, sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Konlrak pasal 63,
poin 63.1. subpoin d, bahwa Peristiwa Kompensasi dapal diberikan kepada
penyedia dalam hal penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak.
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Dalam poin 63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk memberikan
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Dalam poin 63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia
telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak
meminta ganti rugi.

Dalam poin 63.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

Discbutkan kembali dalam pasal 27, poin 27.1 Jika terjadi Peristiwa
Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal
Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara
tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum
Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, perubahan jadwal dalam hal terjadi
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan
yang layak dan wajar yaitu selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung
mulai tanggal selesainya kontrak yaitu tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan
21 November 2024,
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V1. KESIMPULAN

Merekomendasikan Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 01
Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik ini dan
menuangkan dalam bentuk Justifikasi Teknis, untuk dapat ditindaklanjuti dengan
persetujuan, dengan ketentuan sebagaimana butir-butir dbawah ini;

1. Ruang Lingkup Paket Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp.
Andalas - Talang Plastik tetap (tidak berubah);

)

Gambar Desain tetap (tidak berubah/tidak ada revisi);
3. Spesifikasi tetap (tidak berubah);
4. Volume Pekerjaan tetap (Hdak berubah);

5. Target Penanganan tetap (tidak berubah);

6. Nilai Kontrak tetap (tidak berubah), yaiu tetap sebesar Rp. 16.985.933.300,00,-;

7. Mata Pembayaran tetap (tidak berubah);

8. Waktu Pelaksanaan bertambah dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender
menjadi 220 (Dua Ratus Dua Puluh) hari kalender;

9. Direkomendasikan agar Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
dan Draft Justifikasi Teknis ini dapat ditindaklanjuti menjadi Adendum
Kontrak;

10. Jika disetujui untuk ditindaklanjuti menjadi Adendum Kontrak, maka setelah
adanya Adendum Kontrak tersebut disepakati bersama untuk tidak
diperbolehkan mengusulkan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
kembali / kedua kali nya tanpa persetujuan kedua belah pihak.
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Demikian Berita Acara Rapat Pembahasan Justifik

asi Teknis Pelaksanaan Paket

Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik ini

dibuat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Ketua

Ir. SANI KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19800619 201101 1 001

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Anggota

Ir. POPPY NITIRANDA FAIZAH, S.T.

NIP. 19950126 202012 2 010

Konsultan Pengawas
CV. VIEW CONSULTANT

AMA
\BATAN : Dllgetot

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan

LH A
I'f
v .| >
G
Ir“SEPTAMA PUTRA, S.T.. M.T.
NIP. 19840901 201001 1 010

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Anggota

Ir. TOMMY ARIZMA HUSEIN S.T., M.T.
NIP. 19920809 201902 1 001

Kontraktor
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

ANG ~

- ---' ---51

ALVIN AKBARK@NSTRUKSINDO
NAMA M- M5

JABATAN : Dirextvr

Dipindai dengan CamScanner
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

DAFTAR HADIR -
PEMBAHASAN DRAFT JUSTIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN: 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

PERUSAHAAN / TANDA
NAMA N
b} JABATA INSTANSI TANGAN
abe at | Dinas PUPR Kab. :
Ir. SEPTAMA PUTRA, 5.T, M.T, | Pejabat Pembua i 90
Komitmen Way Kanan
Ir. SANI KURNIAWAN, S.T. Ketua PPPK P TUPRYAD
Way Kanan
Ir. TOMMY KHARIZMA ; Dinas PUPR Kab.
HUSEIN, S.T., M.T. kR PRES Way Kanan %
Ir. POPPY NITIRANDA Dinas PUPR Kab.
Anggota PP
FAIZAH, S.T. ggota FEEL Way Kanan ‘%E"F
PT. ALVIN AKBAR "
M. AL. SIDIQ Direktur
KOS TR A Al %TRUKSINDD
La CV. VIEW
1
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S| PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM, 2 Blambangan Umpu (34764)

Blambangan Umpu, 4 Oktober 2024

Nomor : 620/ PPPK-03/K-002/1V.08-WK /2024
Lampiran  :1 (satu) berkas
Kepada Yth:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan
2. Anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK)

Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan
3. Penyedia Jasa Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
4. Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan CV. VIEW CONSULTANT
di-

Tempat

Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Usulan Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan
Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas -
Talang Plastik

Menunjuk surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan Nomor: 620/PA-03/ K-002/1V.08-WK/2024 tanggal 3
Oktober 2024 tentang Penugasan Pembahasan Jastifikasi Teknis untuk Usulan
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi
Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik, untuk itu kami mengundang Saudara pada;

Hari / Tanggal :Senin / 7 Oktober 2024

Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan

Acara : Undangan Rapat Pembahasan Usulan Perpanjangan Waktu

Pelaksanaan Pekerjaan

Mengingat pentingnya acara ini, agar hadir tepat pada waktunya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan

Ir. SANI KURNIAWAN, S.T.
NIP. 19800619 201101 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan

----—----Arsip-====-=--
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PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

Blambangan Umpu, 3 Oktober 2024

Nomor : 620/ PA-03/K-002/1V.08-WK /2024
Lampiran  :1 (satu) berkas

Kepada Yth:

Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak

Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan

di -

Tempat

Perihal : Penugasan Pembahasan Justifikasi Teknis untuk Usulan
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas -
Talang Plastik

Menunjuk surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/PPK-04/K-
002/IV.08-WK/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Rekomendasi Usulan
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi
Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik, maka perlu segera dilaksanakannya Pembahasan
atas Usulan dimaksud.

Mengingat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang diusulkan tidak
meliputi aspek Perubahan Desain dan/atau tidak adanya Mata Pembayaran Baru,
maka sesuai ketentuan tidak perlu melibatkan Unsur Perencana. Sebagai bahan
untuk pembahasan, bersama ini kami sertakan data pendukung terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dan hasilnya agar segera
dilaporkan, terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan

EDWIN BAVUR, S.Sos.
NIP. 19730718 200003 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Way Kanan

2. Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pengawasan CV. VIEW CONSULTANT
3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

Arsi P
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PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
' DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

Blambangan Umpu, 2 Oktober 2024

Nomor : 620/ PPK-04/K-002/1V.08-WK /2024
Lampiran  :1 (satu) berkas

Kepada Yth:
Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan

di-
Tempat
Perihal : Rekomendasi Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas -
Talang Plastik

Menindaklanjuti Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO Nomor
02/PT.AAK/ADM/2024 Tanggal 27 September 2024 dan mempertimbangkan;

1. Hasil Evaluasi Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan CV. VIEW
CONSULTANT Nomor 03/ ADENDUM/VC/2024 Tanggal 1 Oktober 2024.

)

Kriteria/ Alasan diperlukan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
dimaksud disebabkan Peristiwa Kompensasi.

E_;)

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini memenuhi unsur-unsur yang
menjadi kewenangan Pengguna Anggaran, oleh karenanya mohon dapat segera
ditindaklanjuti untuk proses Persetujuan Jastifikasi Teknisnya.

Adapun Hasil Pembahasan Evaluasi Usulan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan yang dimaksud, kami sampaikan dalam berkas lampiran pada surat
rekomendasi usulan ini, terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan

PENATAAN RUANG
KABUPATEN WAY KANAN

Ir. SEFTAMA PUTRA, S.T., M.T.
NIP. 19840901 201001 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pengawasan CV. VIEW CONSULTANT

2. Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
Arsip
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Nomor : 03/ADENDUM/VC/2024 Blambangan Umpu, 1 Oktober 2024
Lampiran 1 (satu) berkas

Kepada Yih:
pejabat Pembuat Komitmen
di -
Tempat
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Permohonan Perpanjangan Wakiu

Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp.
Andalas - Talang Plastik

Menindaklanjuti surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/PPK-03/K-
002/1V.08-WK/2024 Tanggal 30 September 2024 tentang Penugasan Evaluasi
Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN
AKBAR KONSTRUKSINDO paket pekerjaan dimaksud, bersama ini kami sampaikan
Laporan Hasil Pembahasan dengan penjelasan sebagai berikut;

Usulan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud telah
memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak / Syarat
Umum — Surat Perintah Kerja;

a. Telah dilakukan dengan cermat, teliti dan runtun atas Penugasan Evaluasi
Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Tidak ada perubahan Nilai Kontrak Awal

Tidak ada Perubahan Spesifikasi

Tidak diperlukannya Mata Pembayaran Baru

Tidak ada Revisi Desain

Tidak ada perubahan Volume Pekerjaan

Tidak ada perubahan Target Penanganan

Diperlukan Penambahan Waktu Pekerjaan disebabkan Peristiwa Kompensasi

FR Mo a0 w

Hasil Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini
memenuhi unsur-unsur yang menjadi kewenangan PPK, oleh karenanya, Hasil
Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ini layak
diproses menjadi Adendum Kontrak.

Demikian hasil evaluasi ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya, terima kasih.

Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pengawasan
CV. VIEW CONSULTANT

7l

A A7 B Wl g,

Nama: VID! WIRAWAW TIVTD S T
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
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Hasil Evaluasi

PEKERJAAN: 01 Peningkatan dan
Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas ~ Talang
Plastik
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g2y PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplck Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

Blambangan Umpu, 30 September 2024

Nomor : 620/ PPK-03/K-002/1V.08-WK/ 2024
Lampiran  :1 (satu) berkas

Kepada Yth:
Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pengawasan
CV. VIEW CONSULTANT
di-
Tempat

Perihal : Penugasan Evaluasi Permohonan Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp.
Andalas - Talang Plastik

Menindaklanjuti Surat Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. ALVIN AKBAR
KONSTRUKSINDO Nomor: 02/PT.AAK/ADM/2024 Tanggal 27 September 2024
Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, dan sesuai
dengan Dokumen Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 34. tentang
Perubahan Kontrak dan Pasal 63. tentang Peristiwa Kompensasi, maka bersama
dengan ini kami perintahkan Saudara untuk melakukan Evaluasi atas Permohonan
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor).

Untuk proses tersebut, bersama surat ini kami sertakan data penunjang usulan
dimaksud. Hasil evaluasi akan dipergunakan untuk pemrosesan tahap selanjutnya,
oleh karena itu hasilnya agar dilaporkan kepada kami selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari sejak surat ini diterima.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

B PENATAAN RUANG.
AN
R KABUPATEN WAY KANAN

Ir. SEPTAMATPUTRA,ST., M.T.
NIP. 19840901 201001 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan

Arsip

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Blambangan Umpu, 27 September 2024

Nomor: :02/PT.AAK/ADM/2024
Lampiran  :1(satu) berkas

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
di-

Tempat

Perihal - Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
o1 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang
Plastik

Berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor: K~oo2{SPK-BM!APBD-DAK1IV,08-
WK/2024 tanggal 16 April 2024, untuk Pekerjaan o1 Peningkatan dan
Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik, yang akan berakhir pada tanggal
12 Oktober 2024, serta berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal
63. tentang Peristiwa Kompensasi, dengan ini kami mengajukan permohonan
perpanjangan waktu pelaksanaan selama 40 (empat puluh) hari kalender
terhitung mulai tanggal selesainya kontrak yaitu tanggal 12 Oktober 2024 sampai
dengan 21 November 2024. Permohonan perpanjangan waktu ini dikarenakan
mulai tanggal surat ini dibuat kami sebagai penyedia tidak bisa masuk ke lokasi
pekerjaan disebabkan akses Jalan Nasional ditutup sementara sehingga kami
tidak dapat melakukan mobilisasi material dan alat (foto dokumentasi terlampir).

Demikian surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan ini kami ajukan,
atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kontraktor
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

AN

L= T

PTALVIN A KONSTRUKSINDO

M. AL, SIDIQ
Direktur

o i S

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan
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Blambangan Umpu, 27 September 2024

Nomor- :02/PT AAK/ADM/2024
Lampiran  :1(satu) berkas

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
di-

Tempat

Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang
Plastik

Berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor: K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-
WK/2024 tanggal 16 April 2024, untuk Pekerjaan 01 Peningkatan dan
Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik, yang akan berakhir pada tanggal
12 Oktober 2024, serta berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal
63. tentang Peristiwa Kompensasi, dengan ini kami mengajukan permohonan
perpanjangan waktu pelaksanaan selama 40 (empat puluh) hari kalender
terhitung mulai tanggal selesainya kontrak yaitu tanggal 12 Oktober 2024 sampai
dengan 21 November 2024. Permohonan perpanjangan waktu ini dikarenakan
mulai tanggal surat ini dibuat kami sebagai penyedia tidak bisa masuk ke lokasi
pekerjaan disebabkan akses Jalan Nasional ditutup sementara sehingga kami
tidak dapat melakukan mobilisasi material dan alat (foto dokumentasi terlampir).

Demikian surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan ini kami ajukan,
atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kontraktor
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

FLALVIN A KONSTRUKSINDO

M. AL.SIDIQ
Direktur

Temhusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan
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LAMPIRAN

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
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SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
A. Ketentuan Umum

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak
ini harus mempunyai arti atau tafsivan seperti yang dimaksudkan
sebagai berikut:

1.1 Pekerjaan Konstruksi adalah scluruh  pekerjaan  yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau
pembuatan wujud fisik lainnya.

1.2 Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disebut PA adalah
pejabat  pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
Pcjabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna
APBN/APBD.

1.3  Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan
APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
menggunakan APBD.

1.4  Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

1.5  Panitia/Pejabat Penerima  Hasil Pekerjaan  adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

1.6  Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern
pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah
aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7  Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Pekerjaan Konstruksi.

1.8  Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian
kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

1.9  Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama
usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun
penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan
perjanjian tertulis.

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah
jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak
bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang
diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin
terpenuhinya kewajiban penyedia.

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan
penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Konirak
(SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta
dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
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1.12  Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender.

1.14 Direksi lapangan adalah tim  pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang
atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus
kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

1.15 Direksi teknis adalah  tim  pendukung  yang
ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan
pekerjaan.

1.16 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)
adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan
jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari
penawaran.

1.17 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan
perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK,
dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP
untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

1.18 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara
langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu
konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;

1.19 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis
pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;

1.20 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang
layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan
seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan
dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan
yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki
penawar;

1.21 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan
yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.22 Personil inti adalah orang yang akan ditempatkan secara
penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan
yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.23 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan
kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

1.24 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai
dengan masa pemeliharaan berakhir.

1.25 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia
yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),
yang diterbitkan oleh PPK.

1.26 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan
pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara
penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
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1.27 Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung
sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan
tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

1.28 Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang
tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana
disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan
sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.

1.29 Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang
setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan
terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik
secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi
teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau
keselamatan umum.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan 3.1  Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

Hum 3.2  Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.

4. Larangan 4.1  Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para
Korupsi, Kolusi pihak dilarang untuk:
dan Nepotisme a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
(KKN), memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa
Persekongkolan saja atau melakukan tindakan lainnya untuk
serta Penipuan mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat

diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk
mengatur hasil pelelangan, sehingga
mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan
persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan
untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini .

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk
semua anggota Kemitraan/KSO apabila  berbentuk
Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan
melakukan tindakan yang dilarang di atas.

4.3  Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan
larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi
administratif sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;
b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
¢. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
d. dimasukkan dalam daftar hitam.

4.4  Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK
kepada PA/KPA.
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5.

6.

10.

Asal Material/
Bahan

Korespondensi

Wakil Sah Para
Pihak

Pembukuan

Perpajakan

Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

4.5  PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal malerial/bahan yang
terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen
impor.

5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan
diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang,
tumbuh, atau diproduksi.

5.3  Material/bahan  harus diutamakan yang manufaktur,
pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya
dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4  Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa
barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari
dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor
harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir
rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi
harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.

6.1  Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau
faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum
dalam SSKK.

6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak
dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-
mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang
tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan
untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya
dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam
SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh
diwakilkan.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang
akurat dan sistematis schubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(mergen), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan
dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
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10.4  Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila
pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan
dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan
kepada Penyedia spesialis.

10.6  Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah
persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung
Jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7  Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan

dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam
SSKK.

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian
tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran
ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat
dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak
yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
Mandiri terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan
yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO  Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang
disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama
Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK
berdasarkan Kontrak.

14. Penemuan- Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang
penemuan berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai
sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut

peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jadwal 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan
Pelaksanaan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang
Pekerjaan ditetapkan dalam SSKK.

15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung
sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang
ditentukan dalam SSKK.

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan  sesuai  jadwal karena keadaan  diluar
pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan
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16. Penyerahan 16.1  PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi
Lokasi Kerja kerja  kepada penyedia sebelum SPMK  diterbitkan.
Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan
pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan
penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan

lokasi kerja.

16.2  Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-
hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum
Kontrak.

16.3  Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari
lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda
pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian
lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai
Peristiwa Kompensasi.

17. Surat Perintah 17.1  PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas)
Mulai Kerja hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

(SPMK)
17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya

pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

18. Program Mutu 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu
pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui
oleh PPK,

18.2  Program mutu disusun paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. prosedur instruksi kerja; dan
f. pelaksana kerja.

18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi
pekerjaan.

184 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan — program
mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa

Kompensasi.

18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya
terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan
terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu
harus mendapatkan persetujuan PPK.

18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah
kewajiban kontraktual penyedia.

19. Rapat Persiapan  19.1 PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan
Pelaksanaan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat
Kontrak persiapan pelaksanaan kontrak,

19.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim
Teknis dan/atau Tim Pendukung.

19.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
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20. Mobilisasi
Peralatan,
Fasilitas dan
Personil

21. Pengawasan
Pelaksanaan
Pekerjaan

22. Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan

23. Perintah

194

20.1

20.2

20.3

21.1

21.2

22.1

222

a, {'I‘('l(:-lll‘illll mutu disusun oleh Fenyedia, yang, paling, sedikit
erisi |
1) Informasi  mengenai  pekerjaan  yany,  akan
dilaksanakan;
2) organisasi kerja Fenyedia;
3) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
4) tala cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan,
5) prosedur instruksi kerja;
6) jadwal pengadaan  bahan/material,  mobilisasi
peralatan dan personil; dan
7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan
lokasi pekerjaan,
b. program mulu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi
pekerjaan,

Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang,
ditandatangani olch sclutuh peserta rapat.

Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah
mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari scjak
diterbitkan SPMK.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

a, mendatangkan  peralatan-peralatan  terkait  yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

b, mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan personil-personil,

Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan sccara
bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika
dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan
yang berasal dari personil PPK atau  manajemen
kosniruksi/konsultan  pengawas, Pengawas Pekerjaan
berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan,

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum
dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai
Wakil Sah PPK.

Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil
Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus
mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan,

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih
dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar
usulan Hasil Pekerjaan Sementara fersebut untuk disctujui
oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya
persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung
jawab sccara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan
Semenlara.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah
Pengawas Pekerjaan yang scsuai dengan kewenangan Pengawas
Pekerjaan dalam Kontrak ini.
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24. Akses ke Lokasi  Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah FPK
Kerja dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya
dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan,

25. Pemeriksaan 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak,
Bersama FPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan
lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan
pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap

rencana mata pembayaran.

25.2  Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PFK.

25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.

254 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil
dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan
Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan
dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum
memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu

yang disepakati bersama.
26. Waktu 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia
Penyelesaian berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada
Pekerjaan Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan
selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang
ditetapkan dalam SPMK.

26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan
akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia
dikenakan denda.

26.3 Jika keterlambatan terscbut semata-mata disebabkan oleh
Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para
Pihak untuk diperpanjang.

26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini
adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjangan 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
Wakiu pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal
Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal
Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika
perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus
telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk
berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai
untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau
tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan
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24. Akscs ke Lokasi

Kerja

25. Pemeriksaan
Bersama

26. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

27. Perpanjangan
Wakiu

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah FPK
dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya
dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

25.1

25.2

25.3

254

26.1

26.2

27.2

Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak,
IPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan
lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan
pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap
rencana mata pembayaran.

Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk
Fanitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK.

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil
dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan
Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan
dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum
memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu
yang disepakati bersama.

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada
Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan
selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang
ditetapkan dalam SPMK.

Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan
akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia
dikenakan denda.

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh
Peristiva Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para
Pihak untuk diperpanjang.

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini
adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal
Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan
pertimbangan Fengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal
Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal
Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika
perpanjangan tersebut inengubah Masa Kontrak.

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus
telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk
berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai
untuk memberikan peringatan dini atas kelerlambatan atau
tidak dapat bekerja sama untuk mencegah kelerlambatan
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28. Penundaan oleh
Pengnwas
Pekerjuan

29, Rapat
Pemmantauan

80. Peringatan Dini

maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan
untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

Pengawas Pekecjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia
untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan
ini harus segera ditembuskan kepada PTK.

29.1  Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan
rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk
menghadiri  rapat  tersebul.  Rapal  pemantauan
diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan
dan perencanaaan atas sisa pekerjaan  serta  untuk
menindaklanjuti peringatan dini.

29.2  Hasil rapal pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas
Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya
diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri
rapal.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,
Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat
atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua
pihak yang menghadiri rapat.

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini
mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi
tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan,
menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian
pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan
penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan
dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai
Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini
harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas
Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak
peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 Penyclesaian Kontrak

31. Serah Terima
Pekerjaan

31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
penyerahan peketjaan.

31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK memi_uta
kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus
dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan |3|elakl{katl
penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan
dan/atau  cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan.
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315 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai
dengan kefentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan
Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

31.6  Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima
perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima
perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan,
atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus
perseraius) dari nilai kontrak dan penyedia harus
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima
perseratus) dari nilai kontrak.

31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa
pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saal
penyerahan pertama pekerjaan.

31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan
akhir pekerjaan.

31.9  PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia
melaksanakan  semua  kewajibannya  selama  masa
pemeliharaan dengan baik. PPK  wajib melakukan
pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak
menggunakan  uang  retensi  untuk  membiayai
perbaikan/pemeliharaan  atau  mencairkan  Jaminan
Pemeliharaan.

31.11 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi
bangunan ditetapkan dalam SSKK.

82. Pengambilalihan  PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka
waktu tertentu  setelah  dikeluarkan  surat  keterangan
selesai/pengakhiran pekerjaan.

33. Pedoman 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK
Pengoperasian tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai
dan Perawatan dengan SSKK.

33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian
dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau
Jaminan Pemeliharaan.

B.3 Perubahan Kontrak

34. Perubahan 34,1 Kontrak hanya dapal diubah melalui adendum kontrak.
Kontrak
34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh
para pihak, meliputi:

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam konirak sehingga
mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan; dan/atau
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3) pcruhlahnn nilai kontrak akibat adanya perubahan
pekerinan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan,
dan/atau penyesuaian harga,

34.3  Perubahan kqnlmk sebagaimana dimaksud pada angka 34,2
tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan konfrak
gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian fump
K

34.4 Untuk kepenlingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat
membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas
usul ''K.

35, Perubahan 35.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan
Lingkup atau Kotrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada
Pekerjaan bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang

signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang
ditentukan dalam Kontrak, maka:

a, PPK bersama penyedia dapal melakukan perubahan kontrak yanz
meliputi antara lain :

1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan
yang tercantum dalam kontrak;
2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan
sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum
tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan,
b. l‘ckcrjaqn tambah harus mempertimbangkan lersedianya anggaran
dan paling tingzi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
C. Apabila dari hasil evaluasi penawaran lerdapat harga satuan
timpang maka harga satuan timpang lersebut berlaku untuk
kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan
berdasarkan hasil negosiasi.

d. Ferintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada
penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan letap mengacu pada ketentuan yang lercantum dalam
kontrak awal,

€. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara scbagai dasar
penyusunan adendum kontrak,

35.2 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak kontrak lump
sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada
bagian lump sum, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.

36. Perubahan 36.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan
Jadwal atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada
Pelaksanaan bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi
Pekerjaan perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK

atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal
sebagai berikut:

a. pekerjaan tambah;

b. perubahan disain;

c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
e. keadaan kahar,

36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat ’dipcrpanjang paling
kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat

keadaan kahar.
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PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas
kontrak sctelah melakukan penelitian terhadap usulan
teriulis yang diajukan oleh penyedia.

36.4 FPPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan
waktu pelaksanaan,

36.5 Persclujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan
dalam adendum kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

87. Keadaan Kahar  37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam
Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:

. bencana alam;

. bencana non alam;

. bencana sosial;

. pemogokan;

. kebakaran;

gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan
melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan
menteri teknis terkait.

o o0 oD

37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia
memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan
pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

37.5 Jangka wakiu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk
pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar
harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka
waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar
yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak
terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan
pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa
Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada
Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin
maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum
Kontrak.
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B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

38. Penghentian 38.1 TPenghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan
Kontrak sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar,

38.2 Tenghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara
tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian
pekerjaan,

38.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.

384 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap
mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.

38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah
dicapai dan diterima PPK.

89. Pemutusan 39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak
Kontrak Penyedia.

39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila
Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan
dalam kontrak.

39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila
PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam
kontrak.

39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari  setelah  PPK/penyedia  menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis

kepada penyedia/PPK,
40. Pemutusan 40.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Kontrak oleh PPK Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak

melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah

terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan
barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi Dbatas
berakhirnya kontrak;

b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan  keseluruhan  pekerjaan  walaupun
diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka wakfu yang telah ditetapkan; : ;

e. Penyedia lanpa perselujuan Pengawas Pekerjaan, tidak
memulai pelaksanaan pekerjaan;

f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh
delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam
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program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas
Pekerjaan;

8. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat

_ Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

I. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan
Pelaksanaan;

J. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk
menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan
perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh
delapan) hari;

k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau

l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau  pelanggaran persaingan schat  dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang.

40.2  Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan

Penyedia:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai pakel di atas
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);

c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila
sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk
menyelesaiakn pekerjaan);

d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita
PPK sebagaiman yang tercantum dalam SSKK; dan

e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan

40.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai
dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi
dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil
pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi

hak milik PPK.
41. Pemutusan 41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Kontrak oleh Undang Hukum Perdata, Penyedia dapal memutuskan
Penyedia Kontrak melalui pemberitahuan lertulis kepada PPK apabila

PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan
dalam kontrak.

41,2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada
Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang
telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya
pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan
yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK.

42. [Reterlambatan ~ 42.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai

jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara
m tertulis atau dikenakan ketentuan lentang kontrak krilis.
Kontrak Kritis

42.2  kontrak dinyatakan kritis apabila:
a. dalam periode | (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70%
dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan lerlambat lebih
besar 10% dari rencana;
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(Untuk Pekerjaan
Konstruksi
Bangunan)]

b.  dalam periode Il (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100%

dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih
besar 5% dari rencana;

rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak,
realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari
rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

42.3 Penanganan kontrak kritis

a.

dalam hal keterlambalan pada angka 42,1 dan

penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan

Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktikan

(show cause meeting/SCM)

1) pada saal Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan
menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan
selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) dalam SCM PPK, direksi pekerjaan, direksi teknis dan
penyedia membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Fenyedia
dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM |

3) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka
dilaksanakan SCM I yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu
(uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara
SCM 1L

4) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua,
maka diselenggarakan SCM Il yang membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu
(uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara
SCM 111,

5) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus
menerbitkan surat perigatan kepada Penyedia atas
keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

dalam hal setelah diberikan SCM Il dan Penyedia tidak

mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah
ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK
sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:

1) PPK dapat memberikan kesempatan untuk
menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima
puluh) hari kalender dengan ketentuan:

a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa
pekerjaan paling paling lama 50 (lima puluh) hari
kalender; dan

b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai
dengan SSKK apabila pemberian kesempalan
melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam
kontrak.

2) PPK dapat langsung memuluskan Kontrak secara
sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata; atau

3) PPK dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan
pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat
menggunakan bahan/peralatan, Dokumen
Koniraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat
oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang
timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain
sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia
berdasarkan kontrak awal.
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43, Pemutusan Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat
Kgntmk akibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan
lainnya persaingan schgt dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK

dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

44. Peninggalan Semua Bn}hml, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara
yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat
kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya
oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua
peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah
mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

45. Hak dan 45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:
chagilgan a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan
Penyedia iesu:ukdengan harga yang lelah ditentukan dalam
contrak;

b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada PPK;

¢. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ftelah
ditetapkan dalam kontrak;

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan
menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,
angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan
yang dirinci dalam kontrak;

e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
kontrak; dan

g. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai
untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan
membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakal
maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

452 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung
melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan
kepentingan (contlict of inferes) dengan kegiatan yang
merupakan tugas penyedia.

46. Penggunaan Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan

Dokumen dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
Kontrak dan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
Informasi dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.

47. Hak Atas Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari
Kekayaan pihak ketiga yang discbabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan
Intelektual Intelektual (HAKD) oleh penyedia.

48, Penanggungan  48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, metpbebas!:an,
dan Risiko dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,

kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau

tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang

dikenakan terhadap PPK beserta instansmya (kCCliall

kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan

1 - “mban Falalaian herat PPK) sehubungan dengan
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Klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak

Tanggal  Mulai  Kerja  sampai  dengan  tanggal

penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

3) kehilangan alau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga;

48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua
risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan
dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan
atau kelalaian PFK.

48.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.

48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau
Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal
Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti
atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri
jika kehilangan atau kerusakan fersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian penyedia.
49. Perlindungan 49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri
Tenaga Kerja untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

49.2  Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja.
Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta
Personilnya dianggap telah membaca dan memahami
peraturan keselamatan kerja tersebut.

49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan
kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia,
Jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan
memadai.

49.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan
melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang
timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam
waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

50. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang
Lingkungan memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di
luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap
pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan

Kontrak ini.

51. Asuransi 51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai
dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

2 semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko
tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta
pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko
lain yang tidak dapat diduga; : :

b pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya;
dan
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¢ perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

51,2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran
dan termasuk dalam nilai kontrak.

52. Tindakan 52.1 I‘cnycdi‘n bcrkcwajjlmn untuk mendapatkan lebih dahulu
Penyedin yang perselujuan tertulis FPK sebelum  melakukan  tindakan-
Mensyaratkan tindakan berikut:

Persetujuan PFK a. mcnsulgkonlrnkkmn sebagian pekerjaan;
atau Pengawas b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam
Pekerjaan Lampiran A SSKK;

c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan
lindakan-tindakan berikut:

a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2
SSUK;

b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi,

c. mengubah Personil Inli dan/atau Peralatan;

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

53. Laporan Hasil 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
Pekerjaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan
yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan

kemajuan hasil pekerjaan.

53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan
di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan
laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi
pekerjaan harian.

53.3 Laporan harian berisi:

a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam
lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran
pekerjaan; dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan,

53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan
diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

53.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

53.6  Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

53.7  Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat
foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi

pekerjaan.
54. Kepemilikan Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan
Dokumen dokumen-dokumen lain sera piranti lunak yang dipersiapkan oleh
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penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik
PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa
Kontrak berkewajiban unfuk menyerahkan semua dokumen dan
piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.
Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan
piranti lunak tersebut, Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan
dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur

dalam SSKK.
<, Kerjasama 55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur
" Antara Penyedia dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan
yang disubkontrakkan tersebut.

55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu
kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

s6. Usaha Mikro, 56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha
Usaha Kecil dan Kecil dan koperasi kecil, antra lain dengan
Koperasi Kecil mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya.

56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih
tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan
tersebut.

56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan
yang, bukan pekerjaan utama.

56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan
di atas.

56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia
dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

57. Penyedia Lain Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi
kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak
lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu,
PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi
kerja.

38. Keselamatan dan  Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja
Resehatan Kerja  semua pihak di lokasi kerja.

39. Pembayaran Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa
Denda Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap
kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini, PPK mengenakan
Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab

kontraktual penyedia.

60. Jaminan 60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum
dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar;
a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
b. 5% (lima perseratus) dari nilai tolal Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil davi 80%
(delapan puluh perseratus) HPS.

60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak

tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah
terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
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60.3  Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dinyatakan sclesai 100% (seratus perseratus) dan diganti
dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang relensi
sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

60.4  Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka
pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus
perseratus) dari besarnya uang muka.

60.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan,

60.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak
tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan
tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

60.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah
pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).

60.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambal
14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai
dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan
kontrak.

60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak
tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai
dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (final Hand
Over/THO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

61. Hak dan PPK memiliki hak dan kewajiban :
Kewajiban PPK  a. Melakukan monitoring pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia dan diawasi oleh Konsultan Pengawas;
b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam
kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
membayar uang muka (apabila diberikan);
memberikan instruksi sesuai jadwal;
. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA
(apabila ada).

0o ™o oo

62. Fasilitas PPK dapal memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk
kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.

63. Peristiwa 63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia
Kompensasi dalam hal sebagai berikut:
a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;
b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;
e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk
melakukan  pengujian  tambahan  yang selelah
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dilaksanakan pengujian ternyata  tidak  ditemukan

kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

PPK memerinlahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

€. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu
yang tidak dapat diduga sebelumnya dan discbabkan olch
PPK;

h. ketentuan lain dalam SSKK.

b 3

63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau
memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat
Peristiwa Kompensasi,

63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan
Jjika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi
gangguan penyelesaian pekerjaan  akibat peristiwa
kompensasi.

63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia
telah diberikan perpanjangan wakiu pelaksanaan maka
penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.

63.6 Jika terjadi Peristiva Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu
Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK.
Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah
Masa Kontrak.

63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan
wakiu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai
untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi
atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

L PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

64. Personil Inti 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus
dan/atau sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
Peralatan

64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh
dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK
dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja
personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian
personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang

dibutuhkan.

64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti: _
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan

dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
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¢. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti
dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi
kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

64.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu
dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan
pengganti dengan kualifikasi yang sefara atau lebih baik dari
personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya
tambahan apapun.

64.7  Personil infi berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inii dapat
sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaan di bawah sumpah.

;. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

65. Harga Kontrak ~ 65.1  PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam kontrak sebesar harga kontrak.

65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban
pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi
juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

65.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum
dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga
satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga
Satuan).

66. Pembayaran 66.1 Uang muka

a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada
pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka
senilai uang muka yang diterima;

c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia
harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka
secara fertulis kepada PPK disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai Kontrak;

d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Pajabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebul pada
huruf ¢, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
Jaminan Uang Muka diterima;

e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank uwmum,
perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi
Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan
(suretyship) yang ditetapkan oleh Menleri Keuangan atau
lembaga yang berwenang; _

f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan mencapai preslasi 100%
(seratus perseratus).

66.2 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati
dilakukan oleh PPK, dengan ketenfuan:
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66.3

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem
termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai
ketentuan dalam SSKK;

3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah
terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang
menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan
diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK;

4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka,
denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak,
permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan
selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara
penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan,

c. PPK dalam kurun wakiu 14 (empat belas) hari kerja
setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia
harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM);

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan
angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal ~ yang sedang menjadi
perselisihan.

Denda dan ganti rugi

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada
penyedia;

b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada PPK karena terjadinya cidera janji/ wanprestasi;

c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan adalah:

1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian
kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila
konirak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat
dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan
sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima
oleh PPK;

2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila
bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum
berfungsi;

3) pilihan denda pada angka 1) afau 2) ditetapkan
dalam SSKK.

d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh FPK atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari
nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat
suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan
Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

e. pembayaran denda dan/atau 3a|_ui rugi diperhitungkan
dalam pembayaran prestasi PCkCl’JBaIl; :

f. ganti rugi dan kompensasi kepada peseria dituangkan
dalam adendum kontrak; _

g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh

PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai

perhitungan dan data-data.
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pt- Hany Kega 67.1  Semua pekega dibayar selama hari kerja dan datanya
disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani
oleh masing-masing pekerja dan dapat diperikea oleh ITK.
67.2  Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga
kegjanya setelah formulir upah ditandatangani.

G7.3  Jam kera dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan,

&3, Perhitungan 68.1  Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
Akhir selelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita
acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua

belah Ihak.

68.2  Scbelum  pembayaran  terakhir  dilakukan,  penyedia
berkewajiban  untuk  menyerahkan  kepada  Pengawas
Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang
Jatuh tempo. TK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh
Pengawas Fekegjaan berkewajiban untuk mencrbitkan SIT
untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja lechitung sejak tagihan
dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh
Pengawas Pekerjaan.

9. Fenangguhan 69.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran
Fembayaran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai
memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan
setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan wakiu yang telah

diletapkan.

69.2 PPK secara terfulis memberitahukan kepada penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang
jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedin diberi
kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka wakiu
terientu,

69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia,

69.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran
akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

70. Penycsuaian 70.1  [Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubal akibat
Harga (Untuk adanya penyesuatan haga sesual dengan peraluvan yay
Kontrak Harga Derlaku,

Sstfuan atau

Kontrak 70.2  Fenyesuaian harxa diberlakukan pada Kontrak Talun Janiak
Gabungan Lump yang masa pelaksanaaunya lebih dari 12 (dua belas) bulan
Sum dan Harga dan diberlakukan mulal bulan ke-13 (tiga belas) scjak
Satuan) pelaksanaan pekerjaan.

70.3 Fenyesuamn harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun
Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan afau Kontrak
Gabungan Lunip Sum dan Harga Satuan yang mengacu padi
Dokumen  Fengadaan dan/alau  perubahan  Dokunien
FPengadaan, yang selanjutuya dituangkan dalamn SSKK.

704 Fenyesuaiun  Harga  Satwan  berlaku  bagi  selurult
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen Keunltungan
din  biaya overhead sebagaimana  tercantum  dalim
penawaran,
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" renyesuaian Harga Satuan  diberlakukan sesuai dengan

Jadwal  pelaksanaan yang tercantumn dalam  kontrak
awal/adendum kontrak.

70.6  Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negers, menggunakan indeks penyesuaian
harga dari negara asal barang lersebul,

70.7  Jenis peketjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai
akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian
harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak
tersebut ditandatangani.

70.8 Kontrak yang terlambal pelaksanaannya disebabkan oleh
kesalahan  FPenyedia  diberlakukan  penyesuaian — harga
berdasarkan indeks harga ferendal antara jadwal awal
dengan jadwal realisasi peketjaan.

70.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai

berikut:

Hn = Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cin/Co+d.Dn/Do+.....)

Hn = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan pada saat harga penawaran,

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan
overhead;

Dalam hal penawaran tidak nencantumkan
besaran komponen keuntungan dan overhead
makaa = 0,15.

b, ¢c,d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga ketya,
bahan, alat kerja, dsb;

Penyumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.

Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan
dilaksanakan  (nulai  bulan  ke-13  setelal
penandatanganan kontrak).

Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12
setelah penanda-tanganan kontrak.

70.10 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja
ditetapkan dalam SSKK.

70.11 Indeks haiga yang digunakan bersumber dari penerbitan BFS.

70.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BFS,
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi
teknis.

70.13 Rwmusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai
berikut:

Pn = (HnixVID)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

P = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga
Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan
setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan
rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang
dilaksanakan.

70.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh FFPK, apabila

penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan
data-data;
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70.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala  selambat-
lambatnya seliap 6 (enam) bulan./

G. PENGAWASAN MUTU

71. Pengawasan dan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
Pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila
diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

72. Penilaian 72.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
Pekerjaan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
Sementara oleh
PPK 72.2  Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan

kemajuan fisik pekerjaan.

73. Cacat Mutu PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan
dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu
yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan
Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK
atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak
dan Masa Pemeliharaan.

74. Pengujian Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam
Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan
adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya
Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa
Kompensasi.

75. Perbaikan Cacat 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan
Mutu pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah
ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab

atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa

Pemeliharaan.

75.2 Terhadap pemberitahuan Cacal Mutu tersebut, penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim
PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya
perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian
biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia
yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan
Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya
penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia
kepada PPK yang telah jatuh tempo.

75.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap

keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan
mendaftarhitamkan penyedia.
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76. Kegagalan 761 Jika tevjaci kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan

Konstruksi dan maka  PPK,  pengawas  pekerjaan  danZatan  Penyedia
Kegagalan bertanggung jawab atas kegagalan konsteuksi sesuai dengan
Rangunan kesalahan masing-masing,

76,2 Jika Hasil Pekevjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
berupa bangunan maka PPK dan/Zatau penyedia terhitung
sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan
akhiv bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai
dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi
yang tercantum dalam SSKK- fetapl tidak lebih dari 10
(sepulul) tahun,

76.3  Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan,
dan wenanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
terhadap  semua bentuk  tuntutan,  tanggung  jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap PPK  beserta instansinya  (kecuali
kerugian yang mendasari tuntutan tersebut  disebabkan
kesalahan atau kelalaian PPK) schubungan dengan klaim
kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan
bangunan.

76.4 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak

membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka

70 ini.

Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara

semua  dokumen yang digunakan dan terkait dengan

pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum
dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

~I
&
i

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

77. Penyelesaian 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
Perselisihan menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul
dari atau Dberhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan

ini.

77.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak
dalam Kontrak dapat dilakukan elalui musyawarah,
arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

78. Itikad Baik 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

78.2 Para pihak setyju untuk melaksanakan perjanjian dengan
jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

78.3 apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,

maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.

784 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk
bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak
Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan
untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.
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